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ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan kasus korupsi yang sudah
mengakar luas di Indonesia, kurangnya pemahaman masyarakat terkait delik-delik
korupsi menjadi salahsatu alasan berkembangnya kasus korupsi. Keterlibatan
masyarakat sangat berperan dalam membantu memberantas korupsi melalui upaya
preventif. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pendidikan anti korupsi.

Subjek penelitian ini adalah Gerakan SPAK “Saya Perempuan Anti
Korupsi” di Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Objeknya adalah program SPAK
dalam menyebarkan nilai anti korupsi pada masyarakat. Tujuan dari penelitian
adalah mengeksplorasi peran SPAK dalam pendidikan anti korupsi,
mengeksplorasi usaha SPAK Bangkalan dalam pendidikan anti korupsi,
menganalisa faktor pendukung program SPAK dalam pendidikan anti korupsi,
dan faktor penghambat program SPAK dalam pendidikan anti korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dianalisa secara
deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dan
dokumen terkait program SPAK sebagai sumber primer dan buku, jurnal, majalah,
dan informasi internet sebagai rujukan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran gerakan SPAK di
Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai wadah untuk membantu program
pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi melalui pelatihan fasilitator atau
calon agen untuk memahami cara bersosialisasi nilai-nilai anti korupsi kepada
masyarakat, kolaborator antar komunitas anti korupsi untuk melakukan
pencegahan perilaku koruptif, serta pengembangan pemuda dalam melakukan
proses aksi sosial melawan korupsi. Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi”
memiliki 2 program, yaitu pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen SPAK
dan sosialisasi pengetahuan anti korupsi. Pelatihan /ToT berlangsung selama 3
hari dengan dibantu alat atau media sosialisasi berupa permainan yang
mengedukasi seperti SEMAI, MAJO, arisan dan Put put LK.

Dalam pelaksanaan Program gerakan SPAK di Pemerintah Kabupaten
Bangkalan masih belum masif karena kesibukan para agen dan kurangnya agen
resmi di SPAK Bangkalan, serta anggapan negatif masyarakat. Solusi yang
ditawarkan dari permasalahan program SPAK adalah 1) para agen lebih banyak
memiliki waktu bersosialisasi program kegiatan SPAK agar lebih dikenal oleh
masyarakat, 2) para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT yang diadakan
oleh SPAK pusat agar menjadi agen resmi dalam mensosialisasikan pendidikan
anti korupsi, 3) para agen lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan program SPAK
agar tidak ada lagi anggapan negatif dari masyarakat terhadap SPAK sehingga
akan terlihat keberhasilan program SPAK di Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Peran, Korupsi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk

dipecahkan  oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan semakin

lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Korupsi

diibaratkan seperti penyakit yang susah untuk disembuhkan. Maraknya

korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan.

Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui

dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi

bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan

menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Menurut data

dari AACH (Anti-Coruption Clearing House) , Rekapitulasi Tindak Pidana

Korupsi, Per 30 September 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan

tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 127 perkara, penyidikan 126

perkara, penuntutan 101 perkara, inkracht 75 perkara, dan eksekusi 80 perkara.1

Penyakit korupsi yang dialami oleh bangsa ini telah merajalela di setiap

elemen baik di tingkat pemerintahan, sekolah, masyarakat dan instansi lainnya.

Korupsi ini harus di pandang sebagai penyakit yang sangat mematikan. Oleh

karena itu, memerlukan upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 2

tindakan besar yang bisa di lakukan, yaitu 1) pencegahan, 2) penindakan. Jika

1 ACCH. Statistik, dalam https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi. (20 Januari
2019).

https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi. (20
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2

korupsi ini akan di biarkan, maka negeri ini akan hancur, sehingga tidak dalam hal

ini, tidak hanya melibatkan peran pemerintah saja, tetapi peran serta masyarakat

sangat di butuhkan.

Data dari Tranparency International (TI), posisi Indonesia masuk di zona

kedua sebagai Negara paling korup di dunia, Indonesia menempati rangking ke-89

sebagai Negara paling bersih di dunia dengan poin 38.2 Melihat kondisi Indonesia

saat ini, butuh penanganan yang serius, karena tidak hanya dalam struktur

birokrasi pemerintahan, tetapi juga telah menyebar pada kultur budaya

masyarakat.

Lembaga Negara yang menaungi terkait masalah pemberantasan korupsi

yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK

berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas,

kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggungjawab kepada publik

dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR,

dan BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2018 pelaku tindak pidana

korupsi di Indonesia berdasarkan jabatan, paling banyak di lakukan oleh anggotan

DPR dan DPRD sebanyak 61, walikota/bupati dan wakil sebanyak 16, eselon 1

/11/ 111 sebanyak 15, pengacara sebanyak 3, swasta sebanyak 22, korporasi

sebanyak 3 dan lainnya sebanyak 7 perkara.3

Pelaku tindak korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang elit yang

meduduki jabatan seperti anggota DPR dan DPRD. Terdapat banyak kasus

2 Tribun Timur.com, “Tranparency Internasional: Somalia Negara Paling Koru di Dunia, Denmark
Paling Bersih, Indonesia?”, dalam http://makassar.tribunnews.com, diakses pada 29 Januari 2019.
3 Komisi Pemberantasan Korupsi,  dalam https://www.kpk.go.id/id, 29 Januari 2019.

http://makassar.tribunnews.com/
https://www.kpk.go.id/id
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3

korupsi yang menyeret sejumlah pejabat pemerintahan, salah satu kasus yang

terjadi di Bangkalan. Kasus korupsi di Bangkalan yang menyeret nama Bupati

dalam periode 2003-2013, Fuad Amin waktu itu dikenakan hukuman 13 tahun

penjara, ketua DPRD Bangkalan 2004-2019 itu terbukti melakukan kejahatan

korupsi dan pencucian uang kurun 2003-2014 mencapai RP 414 miliar.4

Alasan hidup KPK adalah mengakarnya praktik korupsi yang semakin

berkembang luas. Beberapa dekade sebelum reformasi, korupsi telah membatin

dalam berbagai lini, seperti  dalam kerja sistem politik, ekonomi, dan sosial kita.

Ada kesepakatan virtual di berbagai kalangan pemerhati bahwa korupsi menjadi

penyakit yang menjalar cepat bak kanker ganas. Ia memberi kontribusi besar

dalam beragam bentuk keterpurukan Indonesia. 5

Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi, tapi

masih saja ada pihak-pihak yang tetap melakukan tindakan korupsi, sehingga

selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal yang dilakukan oleh lembaga

pemberantasan korupsi. Tidak hanya KPK, tapi instansi-instansi yang lain juga

harus turun tangan dan terlibat dalam upaya ini. Korupsi dalam berbagai tingkatan

tetap saja banyak terjadi, jika ini dibiarkan, maka ini akan menghancurkan negeri

ini.

Kita ketahui bersama bahwa KPK merupakan lembaga Negara yang

bersifat independen dan dalam menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan

manapun. Oleh karena itu, KPK tidak bisa bekerja sendirian untuk memberantas

4 Detik News, “Korupsi RP 414 Miliar, Berapa Gaji Fuad Amin Eks Bupati Bangkalan?”, dalam
https://news.detik.com/berita/3657623/korupsi-rp-414-miliar-berapa-gaji-fuad-amin-eks-bupati-
bangkalan (20 Januari 2019).
5 Tri Agung kristanto dan Irwan Suhanda, Jangan Bunuh KPK: Perlawanan terhadap Usaha
Pemberantasan Korupsi.”, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara,2009), 119.
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korupsi, peran serta masyarakat di butuhkan sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 41 ayat (5)

dan pasal 42 ayat (5) diatur mengenai hak dan peran serta masyarakat diwujudkan

dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi

terkait tindak pidana korupsi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan

saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Peran serta

masyarakat ini paling tidak harus memenuhi tiga esensi yaitu, perlindungan dan

kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggung jawab bagi

masyarakat untuk menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi

masyarakat untuk berperan serta.6

Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi ini yaitu melalui

pendidikan, pendidikan di Indonesia belum mampu memberikan dampak secara

optimal bagi pembentukan karakter pada peserta didik, terutama dalam

pendidikan anti korupsi.

Melalui pendidikan, pencegahan perilaku koruptif dinilai sangat strategis,

karena terkait dengan pembentukan karakter peserta didik melalui ajaran-ajaran

dan nilai-nilai perilaku positif serta membentuk kesadaran peserta didik sejak dini.

Pentingnya pendidikan anti korupsi ini agar supaya peserta didik dapat

membentuk watak dan kepribadian mereka sehingga mereka menjadi manusia

dewasa yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu cara dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK

melalui pendidikan yaitu Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi atau dikenal

6 ACCH., dalam https://acch.kpk.go.id/id, (20 Januari 2019).
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5

dengan SPAK adalah sebuah gerakan yang menempatkan perempuan sebagai

pemegang peran penting dalam pencegahan korupsi. Alasan SPAK khusus kaum

perempuan karena perempuan/Ibu adalah tokoh sentral dalam keluarga yang

menanamkan nilai moral pada anak-anaknya. Selain itu, perempuan secara kodrati

memiliki kemampuan melahirkan, mengembangkan dan memelihara. Perempuan

juga mempunyai kebutuhan berbagi yang diwujudkan dalam berbagai kesempatan

berkumpul. Semua karakter khas itu lah yang membuat perempuan merupakan

kekuatan yang besar dalam melakukan pencegahan korupsi. Gerakan Saya

Perempuan Anti Korupsi lahir dari sebuah keprihatinan yang dimunculkan oleh

sebuah survey  yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2012-2013 di Solo dan

Yogyakarta. Survey ini menunjukkan fakta bahwa ternyata hanya 4% orang tua

yang mengajarkan kejujuran pada anaknya. Melalui lebih dari 1600 Agennya yang

tersebar di 34 provinsi, SPAK mengajak masyarakat untuk mencegah korupsi

mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.7

Disinilah peran gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi untuk mencetak

generasi-generasi anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam hal

pencegahan sejak dini tindakan koruptif yang menjadi masalah besar dalam

Indonesia. Meminjam istilah yang dikemukakan oleh Robert K. Merton

bahwasannya seseorang memiliki peran tertentu sesuai dengan struktur sosialnya.8

jadi yang menjadi pelaku adalah para agen gerakan SPAK Pemerintah Kabupaten

Bangkalan yang memiliki peran khusus dalam pencegahan perilaku koruptif

melalui pendidikan anti korupsi. Dari sudut pandang Merton bisa dikemukakan

7 SPAK Indonesia, dalam http://www.spakindonesia.org/, (21 Januari 2019).
8 Robert K. Merton, “ The Role-Set: Problems in Sociological Theory”, The British Journal of
Sociology, Vol. 8, No. 2. ) Juni., 1957, 111.

http://www.spakindonesia.org/
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6

bahwasannya gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi memiliki program-program

yang unik yang dapat memainkan perannya dalam upaya pencegahan korupsi

melalui pendidikan anti korupsi. Keunikan peran yang diambil oleh Saya

Perempuan Anti Korupsi inilah yang akan menjadi fokus kajian pada penelitian

ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran gerakan Saya Perempuan Anti

Korupsi dirasa penting untuk dilakukan agar dapat memberikan sumbangsih

pemikiran kepada pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Pemuda dan

Olahraga dan masyarakat Indonesia sebagai bahan refrensi untuk mengatasi

perilaku koruptif.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah

yang muncul sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan salahsatu Negara terkorup di dunia

2. Data statistika AACH (Anti-Coruption Clearing House) menunjukkan

peningkatan jumlah tindakan korupsi dari tahun ke tahun

3. Banyaknya kasus korupsi tidak hanya di tingkat atas, namun juga tingkat

daerah sampai pada pemerintahan kecil di daerah seperti di Pemerintah

Kabupaten Bangkalan

4. Banyaknya tindakan koruptif yang dilakukan oleh masyarakat dewasa

maupun anak-anak dalam kehidupan sehari-hari

5. Survey KPK menyatakan bahwa orang tua yang mengajarkan kejujuran

pada anaknya hanya 4%.
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6. Peran gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) dalam pendidikan

anti korupsi

7. Usaha yang dilakukan gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi)

dalam pendidikan anti korupsi

8. Faktor pendukung, penghambat dan solusi program gerakan SPAK (Saya

Perempuan Anti Korupsi) dalam Pendidikan anti korupsi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran gerakan SPAK dalam pendidikan anti korupsi di

Pemerintah Kabupaten Bangkalan?

2. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh gerakan SPAK dalam pendidikan

anti korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan?

3. Apa saja faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi dalam pendidikan

anti korupsi yang dilakukan gerakan SPAK di Pemerintah Kabupaten

Bangkalan?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengeksplorasi peran gerakan SPAK dalam pendidikan anti korupsi di

Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Mengeksplorasi usaha yang dilakukan oleh SPAK dalam pendidikan anti

korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

3. Menganalisis faktor pendukung, Faktor penghambat dan solusi dalam

pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh SPAK di Pemerintah

Kabupaten Bangkalan.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penenlitian ini diharapkan dapat menambah informasi,

wawasan, pemikiran, pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam

bidang Dirosah Islamiyah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian

selanjutnya.

F. Kerangka Teoretik

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori peran sebagai

analisisnya. teori peran adalah sebuah teori dalam dunia psikologi, sosiologi, dan

antropologi. Teori peran menggambarkan suatu “peran” tertentu yang dimiliki

seseorang. Sehingga, diharapkan dapat berperilaku sesuai perannya dalam

masyarakat.

Teori peran yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Robert King

Merton, bahwasannya seseorang memiliki kedudukan tertentu dalam struktur

sosialnya. setiap status bukan hanya memiliki satu peran tapi memiliki beberapa

peran.9 Dia menamakan peran-peran itu dengan perangkat peran (role set). Istilah

beberapa peran atau peran ganda tidak merujuk pada sesuatu yang kompleks

dengan status sosial tertentu, namun dengan beberapa status sosial.10 Merton

menganalisa mekanisme sosial yang mengintegrasikan peran-peran yang banyak

itu sehingga tidak terjadi konflik.

9 Merton, “The Role-Set…”, 111.
10 Ibid., 112.
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Dalam teori peran, ada Mekanisme sosial artikulasi set peran oleh Robert

King Merton:

1. Kepentingan relatif dari berbagai status. Pertama dari mekanisme ini

berasal dari keadaan sosial yang dapat di lihat bahwa struktur sosial dapat

memberikan implikasi terhadap status sosial dengan memiliki kepentingan

tertentu.

2. Perbedaan kekuatan dari masing-masing peran. Dalam hal ini adanya

kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing struktur sosial dengan

mengamati kemampuan yang dapat di prediksi dalam tindakan sosial yang

dilakukan.

3. Isolasi aktivitas peran dari pengamatan anggota set peran. seseorang tidak

terlibat dalam suatu interaksi secara terus-menerus dalam suatu peran

tertentu. Interaksi dengan masing-masing kelompok peran cenderung

berbeda.

4. Permintaan konflik oleh anggota set peran. Adanya tuntutan yang diterima

oleh anggota peran yang terkadang bertentangan dengan tuntutan yang

lain, sehingga akan menjadi tugas dari anggota kelompik peran sebagai

pemilik status.

5. Dukungan sosial yang sama diantara pemilik status. Mekanisme ini

menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemilik status yang hampir sama

dalam posisi sosialnya. sehingga adanya konflik dalam pemilik status

tertentu bisa diketahui secara umum diantara anggota set peran.
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6. Membatasi peran. Tentu saja ada batasan dalam mengatasi tuntutan yang

tidak sesuai dengan set peran. Terputusnya hubungan peran menyisakan

konsesnsus bagi mereka yang masih menetap didalamnya.11

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

a. Mifdal Zusron Alfaqi, Muhammad Mujtaba Habibi dan Desinta Dwi

Rapita,12 Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan

Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta), dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Vol.

23, No. 3, Desember 2017: 320-337. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Satgas Muda Anti Korupsi berperan dalam upaya pencegahan

korupsi di Kota Yogyakarta. Peran tersebut dilakukan melalui tiga

kegiatan yaitu 1. Pendidikan anti korupsi, 2. Sosialisasi anti korupsi, 3.

Pengawasan kepada pemerintah. Peran pemuda dalam upaya

pencegahan korupsi ini berimplikasi terhadap ketahanan wolayah Kota

Yogyakarta dengan kriteria yang meliputi aspek ideology, aspek

politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek keamanan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

11 Ibid., 113-117.
12 Mifdal Zusron Alfaqi, dkk, “Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya
terhadap Ketahanan Wilayah: Studi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta” , Jurnal
Ketahanan Nasional, Vol. 23, No. 3, (Desember, 2017).
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b. Nadri Taja dan Helmi Aziz,13 Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti

Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Atas. Jurnal Pendidikan Agama Islam, vol. XIII, No. 1, Juni

2016. Penelitian ini berfokus pada pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi

dalam mata pelajaran agama islam di Sekolah Menengah Atas. Temuan

dalam penelitian ini adalah suatu rancangan pembelajaran anti korupsi

yang mengandung nilai-nilai anti korupsi, seperti kejujuran, kepedulian,

kerja keras, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, kesederhanaan,

keberanian dam kemandirian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif

dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

c. Putri Hardianti,14 Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Surat

An-Nisa’ Ayat 58. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusaalam

Banda Aceh. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi

dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 58 memberikan perhatian kepada

manusia untuk saling berbuat adil , tidak berlaku curang, bohong dan

khianat. Menjalankan amanat dan berbuat adil ditujukan pada manusia

tanpa membedakan agama, ras dan keturunan. Adapun metode dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian

kepustakaan.

13 Nadri Taja dan Helmi Aziz, “Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas”, Jurnal Pendidikan  Agama Islam, Vol.
XIII. No. 1, (Juni 2016).
14 Putri Hardianti, “Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Surat An-Nisa’ Ayat 58”, (Skripsi—
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. 2017).
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d. Much. Arif Saiful Anam,15 Lembaga Pendidikan Islam sebagai

Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Jurnal Pendidikan Agama

Islam Vol. 3, No. 2, November 2015. Jurnal ini berfokus dalam

implementasi pendidikan anti korupsi di madrasah harus mampu

menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif guna tercapainya

lingkungan yang bebas korupsi dan terbentuknya generasi anti korupsi.

Temuan dalam penelitian ini adalah langkah pencegahan korupsi melalui

dua pendekatan, yaitu 1) pendidikan sebagai target, 2) pemberdayaan

peserta didik dalam lingkungannya agar tidak permissive to corruption.

Metode yang digunakan ada studi kepustakaan.

e. Kasinyo Harto,16 Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. Jurnal

Intizar, Vol. 20, No. 1, 2014. Fokus penelitian ini pada pendidikan anti

korupsi melalui perspektif agama dengan model rekonstruksi sosial.

Temuan dalam penelitian ini adalah adanya berbagai metode pembelajaran

yang bisa di terapkan dalam proses pendidikan anti korupsi, dimana dalam

setiap metode harus mengandung aspek problem based learning bagi

siswa, bahkan membawa siswa pada situasi masalah dengan dengan

adanya problrm solving. Adapaun penelitian ini menggunakan metode

studi kepustakaan.

15 Much. Arif Saiful Anam. “ Lembaga Pendidikan Islam sebagai Wahana Implementasi
Pendidikan Anti Korupsi, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 3, No. 2, (November 2015).
16 Kasinyo Harto, Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama”, Jurnal Intizar, Vol. 20. No. 1,
(2014).
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2. Gap Penelitian

Dari penelitian terdahulu diatas belum ditemukan penelitian tentang peran

Saya Perempuan Antikorupsi dalam Pendidikan antikorupsi di Pemerintah

Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu, fokus penelitian ini kepada peran Saya

Perempuan Antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi dengan menggunakan

pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.17

Penelitian tentang Peran Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dalam

pendidikan antikorupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini menggunakan

penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena dapat

menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi peneliti

memperoleh pemahaman yang jelas tentang kondisi yang sebenarnya sehingga

dengan pendekatan ini kajian yang diperoleh bisa lebih mendalam.

17 Lexy Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.
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2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, hasil

observasi untuk menjawab hasil hipotesa, dan wawancara untuk menguji hipotesa

pada gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi).

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data

diambil dari lapangan baik berupa observasi maupun wawancara,18 sehingga

teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber

primer maupun sekunder. Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang

dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat,19 ada dua jenis data yaitu data primer

dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan

wawancara mengenai peran SPAK Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan para

agen SPAK Bangkalan dan guru di sekolah yang dikunjungi oleh SPAK.

Sedangkan data sekundernya adalah dokumen, buku pendidikan antikorupsi, dan

buku-buku lain yang relevan dengan tema yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Menurut Yatim Riyanto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang

artinya barang-barang tertulis. Studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai

18 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosiologi, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2001), 95.
19 Haryono Amirul Hadida, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 1998),
126.
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hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,

agenda, dan sebagainya.20

Dokumentasi ini dilakukan peneliti untuk mengkaji data secara mendalam

yang berupa foto, tulisan-tulisan, data-data dan video kegiatan yang telah

dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran tentang peran SPAK  dalam

pendidikan anti korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

b. Observasi

Sugiyono menggolongkan partisipatif menjadi empat, yaitu partisipasi

pasif, partisipasi moderat, observasi yang terus terang dan tersamar, dan observasi

yang lengkap.21 Dalam penelitian ini digunakan observasi partisipasif lengkap,

dimana peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber

data.

c. Wawancara

Esterberg membagi wawancara menjadi tiga macam yaitu meliputi: (a)

wawancara terstruktur; (b) wawancara semiterstruktur; (c) wawancara tidak

terstruktur.22 Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi

terstruktur. Karena menurut Sugiyono, wawancara semiterstruktur jenis

wawancara dalam pelaksanannya lebih bebas bila dibandingkan dengan

wawancara terstruktur. Wawancara semiterstruktur digunakan karena wawancara

20 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, (Surabaya: Unesa
University Press, 2007), 91.
21 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2012), 311.
22 Ibid., 319.
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yang di gunakan bebas dan tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara saja,

tetapi pertanyaan bisa berkembang ketika dilapangan penelitian.23

Peneliti melakukan wawancara dengan membuat kesepakatan pertemuan

terlebih dahulu dengan informan mengenai waktu dan wawancara yang akan

dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam wawancara ini ada empat

orang yang dijadikan informan yaitu para agen gerakan SPAK Bangkalan dan

guru sekolah yang dikunjungi oleh agen SPAK Bangkalan.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah-langkah untuk mengolah data

yang telah terkumpul antara lain sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah proses pengecekan kembali data-data yang telah

terkumpul untuk memperbaiki data-data yang salah atau tidak digunakan

selama proses penelitian.

b. Coding

Proses ini adalah inti dari teknik pengolahan data. Coding berarti

memberikan kode tertentu dalam sebuah data untuk memberikan informasi

kepada data yang akan digunakan dalam penelitian. Meminjam istilah

yang dikemukakan oleh Creswell, coding adalah suatu proses

pengorganisasian data pada potongan atau segmen tertentu pada teks

sebelum membawa pemaknaan pada informasi. Coding melibatkan

pengambilan data teks atau gambaran yang dikumpulkan selama sesi

23 Ibid., 320.
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pengumpulan data. Segmentasu kalimat atau paragraph, atau gambar ke

dalam kategorisasi.24

c. Tabulasi

Setelah data melewati tahap coding, data kemudiaan diinput dalam

tabel-tabel untuk mempermudah penulisan data.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-

analisis yang berarti dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana

adanya, kemudian dianalisa lebih mendalam.25 Usaha pemberian deskripsi atas

fakta tidak sekedar diuraikan, tetapi lebih dari itu, yakni fakta dipilih-pilih

menurut klasifikasinya, diberi interpretasi, dan refleksi.26 Karena objek kajian

penelitian ini adalah hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara dari Saya

Perempuan Anti Korupsi, maka teori yang relevan adalah teori peran. Teori peran

digunakan untuk menganalisa hasil dokumentasi, observasi dan wawancara

dengan outputnya adalah mengelaborasi peran yang sedang dimainkan oleh Saya

Perempuan Anti Korupsi dalam pendidikan anti korupsi dilihat dari usaha, faktor

pendukung dan faktor prnghambat yang di dalam teori peran disebut sebagai skrip

yang harus dijalankan oleh masing-masing aktor.

Meminjam aturan yang dikemukakan oleh creswell, ada beberapa tahapan

dalam melakukan analisa data:27

24 John W. Creswell, Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches,
(California: SAGE Publications, 2009), 186.
25 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologi, (Surakarta: Sebelas Maret University
Press, 2004), 49.
26 Ibid., 50.
27 Creswell, “Research Design…”, 184-189.
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a. Pengorganisasian dan persiapan data untuk dianalisa

b. Membaca seluruh data yang ada

c. Memulai detail analisa dengan proses coding

d. Menggunakan proses coding untuk menghasilkan sebuah deskripsi dari tema

untuk dianalisa

e. Memikirkan bagaimana sebuah deskripsi dan tema akan direpresentasikan

dalam narasi kualitatif

f. Tahapan terakhir dalam analisa data adalah melibatkan dalam pembuatan

interpretasi atau makna dari sebuah data.

7. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas peran Saya Perempuan

Antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi.

Bab III merupakan gambaran umum Saya Perempuan Antikorupsi  dalam

Pendidikan antikorupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Bab IV membahas Peran Saya Perempuan Antikorupsi dalam Pendidikan

Antikorupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Bab V  merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran.
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BAB II

TEORI PERAN, KORUPSI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Struktural Fungsional Robert K. Merton

1. Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme Struktural atau lebih popular dengan istilah “Struktural

Fungsional” merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum

dimana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu

biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan

mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik,

menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian

bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme Struktural atau analisa sistem pada

prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah

konsep fungsi dan konsep struktur.

Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.

b. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi

penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara

keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat

dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagian kesluruhan

dapat diidentifikasi.
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c. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan

dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu, salah

satu bagian penting dari mekanisme ini adalah  komitmen para anggota

masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.

d. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan

gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian

pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.

e. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat,

tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa

kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara

keseluruhan.1

Robert King Merton (biasa disingkat Robert K. Merton) merupakan salah

satu ilmuan yang sering dianggap lebih ahli teori dari lainnya, Robert K. Merton

membawakan perkembangan pada teori fungsionalisme struktural melalui

pernyataan mendasar dan jelas, meskipun dalam perkembangan keilmuan Robert

K. Merton terdapat ilmuan lain yang ikut serta memberikan sumbangsihnya,

seperti Talcot Parson, P.A. Sorokin, L.J. Henderson, E.F. Gay, George Sarton,

Emile Durkhem dan George Simmel

Robert K. Merton pertama kali mengembangkan paradigmanya pada tahun

1948 untuk merangsang peneliti untuk menggunakan teori fungsionalisme

struktural. Apa yang ia tawarkan segera menjadi model bagi perkembangan teori-

1 Stephen K. Sanderson, Macro Sociology, (Jakarta: Grafindo, 2000), 9.
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teori yang secara ideal menyatu dengan penelitian sosiologis fungsionalisme

struktural ini.

Robert K. Merton menulis sejumlah pernyataan terpenting tentang

fungsionlisme structural dalam sosisologi.2 Robert K. Merton juga mengkritisi

beberapa aspek ekstrem dan kukuh dari fungsionalisme  srtuktural. Namun, sama

pentingnya pandangan teoritisi barunya membantu memberikan manfaat secara

terus-menerus kepada fungsionalisme struktural.

Robert K. Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat

dasar analisis fungsional seperti yang dikembangkan oleh antropolog Malinowsi

dan Radcliffe Brown. Pertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat.

suatu keadaan dimana dari sistem sosial bekerja sama postulat ini berpendirian

bahwa “semua keyakinan dan praktek kultural dan sosial yang sudah baku adalah

fungsional untuk masyarakat sebagai satu-kesatuan mandalam satu tingkat

keselarasan atau konsistensi internal yang menandai, tanpa menghasilkan konflik

yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau di atur”. Robert K. Merton

menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat

adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya

dapat terjadi fungsional bagi individu dalam masyarakat tertentu, akan tetapi

terjadi disfungsi bagi individu dalam masyarakat lain. Robert K. Merton

menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya

karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. Ia juga menegaskan apa

2 Robert Merton dalam Piotr Sztompka, The Blackwell Companion to Major Sosial Theorists,
(Malden, Mass. Blackwell, 2000), 433-436.
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yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional begi keseluruhan,

oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisa harus terperinci.

Postlat kedua fungsionalisme universal, berkaitan dengan postulat pertama.

Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan

kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif”. Sebagaimana sudah

kita ketahui, Robert K. Merton memperkenalkan konsep difungsi maupun fungsi

positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Robert K. Merton

menganjurkan elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut

kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional (bet balance of

functional consequences), yang menimbang fungsi positif terhadap fungsi negatif.

Postulat ketiga adalah postulat indispensability, menyatakan bahwa “dalam

setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan

memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus

dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam

kegiatan sistem sebagai keseluruhan”.3

Menurut Robert K. Merton postulat ini masih kabur. Belum jelas apakah

fungsi (suatu kebutuhan sosial, seperti reproduksi anggota-anggota baru) atau item

(seperti norma, seperti keluarga batih) merupakan suatu keharusan. Pendapat

Robert K. Merton adalah bahwa seluruh postulat fungsional tersebut bersandar

pada pernyataan nonempiris  yang disandarkan pada teoretis abstrak. Tentunya ini

akan menjadi tanggung jawab sosiolog baru untuk menelaah setiap postulat

tersebut secara empiris. Keyakinan Robert K. Merton adalah bahwa uji empiris,

3 Robert K. Merton, On Theoritical Sociology, (New York: The Free Press, 1967), 86.
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bukan pernyataan teoretis, adalah sesuatu yang krusial bagi analisis fungsional. Ini

adalah salah satu yang mendorong Robert K. Merton untuk mengembangkan

paradigma analisis fungsional sebagai panduan kearah pengintegrasian teori dan

riset.4

Asumsi teori fungsionalisme struktural bertumpu pada hakikat manusia dan

masyarakat. Masyarakat dianggap terdiri dari bagian-bagian yang secara teratur

saling berkaitan. Walaupun skema paradigma Robert K. Merton merupakan

penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal, tetapi dia masih tetap saja

menekankan kesatuan, stabilitas dan harmoni sistem sosial. Fungsionalisme

struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang

keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tertentu tentang

hakikat manusia. Di dalam fungsionalisme, manusia diperlakukan sebagai

abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga

atau struktur-struktur sosial. Di dalam perwujudannya yang ekstrim,

fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku

yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai

dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat.

Model struktur fungsional dari sudut pandang Robert K. Merton

menjelaskan bahwa analisis structural memusatkan perhatian pada kelompok

sosial, organisasi, masyarakat dan kebudayaan. obyek apapun yang dapat

dianalisis secara struktural fungsional harus mempresentasikan unsur-unsur

standar (yaitu yang terpola dan berulang). Ia menyebut hal tersebut sebagai peran

4 George Ritzer, Teori Sosiologi dari Teori Sosilogi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori
Sosial Post Modern, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 269.
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sosial, pola-pola institutional, proses sosial, pola-pola cultural, emosi yang terpola

secara cultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat kontrol

sosial dan lain sebagainya.

Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakar sebagai suatu

sistem yang teratur yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu

sama lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan

dengan bagian yang lain. Bila terjadi perubahan pada satu bagian akan

menyebabkan ketidak seimbangan dan dapat menyebabkan perubahan pada

bagian lainnnya.

Teori ini berpandangan bahwa masyarakat secara keseluruhan dalam hal

fungsi memiliki peran masing-masing, peran yang bekerja adalah demi

berfungsinya pada bagian-bagian yang lain. Sebagaimana  analogi umum yang

dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai

"organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar

2. Teori Peran Robert K. Merton

Dalam teori peran yang dikemukakan oleh Robert King Merton,

bahwasannya seseorang memiliki kedudukan tertentu dalam struktur sosialnya.

setiap status bukan hanya memiliki satu peran tapi memiliki beberapa peran.5 Dia

menamakan peran-peran itu dengan perangkat peran (role set). Istilah beberapa

peran atau peran ganda tidak merujuk pada sesuatu yang kompleks dengan status

sosial tertentu, namun dengan beberapa status sosial.6 Merton menganalisa

5 Merton, “The Role-Set…”, 111.
6 Ibid., 112.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25

mekanisme sosial yang mengintegrasikan peran-peran yang banyak itu sehingga

tidak terjadi konflik.

Dalam teori peran, ada Mekanisme sosial artikulasi set peran oleh Robert

King Merton:

1. Kepentingan relatif dari berbagai status. Pertama dari mekanisme ini

berasal dari keadaan sosial yang dapat di lihat bahwa struktur sosial dapat

memberikan implikasi terhadap status sosial dengan memiliki kepentingan

tertentu.

2. Perbedaan kekuatan dari masing-masing peran. Dalam hal ini adanya

kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing struktur sosial dengan

mengamati kemampuan yang dapat di prediksi dalam tindakan sosial yang

dilakukan.

3. Isolasi aktivitas peran dari pengamatan anggota set peran. seseorang tidak

terlibat dalam suatu interaksi secara terus-menerus dalam suatu peran

tertentu. Interaksi dengan masing-masing kelompok peran cenderung

berbeda.

4. Permintaan konflik oleh anggota set peran. Adanya tuntutan yang diterima

oleh anggota peran yang terkadang bertentangan dengan tuntutan yang

lain, sehingga akan menjadi tugas dari anggota kelompik peran sebagai

pemilik status.

5. Dukungan sosial yang sama diantara pemilik status. Mekanisme ini

menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemilik status yang hampir sama
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dalam posisi sosialnya. sehingga adanya konflik dalam pemilik status

tertentu bisa diketahui secara umum diantara anggota set peran.

6. Membatasi peran. Tentu saja ada batasan dalam mengatasi tuntutan yang

tidak sesuai dengan set peran. Terputusnya hubungan peran menyisakan

konsesnsus bagi mereka yang masih menetap didalamnya.7

B. Korupsi dan Faktor Penyebabnya

1. Definisi Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi sudah terjadi sejak dimulainya

kehidupan, dimana adanya organisasi yang rumit mulai muncul. Sejarah lain

mencatat bahwa korupsi terjadi pada zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma sampai

pada abad pertengahan.Pada zaman Romawi, Korupsi dilakukan oleh para

jenderal dengan menguasai daerah jajahannya untuk kepentingan pribadi.Pada

abad pertengahan juga terjadi praktek korupsi oleh para bangsawan istana

kerajaan.Pendek kata, korupsi sudah menjadi masalah besar yang terjadi dan

tercatat dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi

kuno.8

Dalam literature islam, pada abad ke-7, Nabi Muhammad SAW telah

memperingati para sahabatnya untuk menghindari sesuatu yang dapat merugikan

diri sendiri dan orang lain. salah satu nya dalam istilah sekarang adalah korupsi.

Ketika kita mendengar kata korupsi, semua menunjukkan ke arah sesuatu yang

buruk, rusak serta merugikan.

7 Ibid., 113-117.
8 Ridlwan Nasir, (dkk.), Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, (Surabaya: IAIN Press &
LKiS, 2006), 277.
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Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin, yaitu corruptus, yakni

berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang

sebaliknya.9Dalam bahasa Inggris, korupsi (Corruption) berasal dari kata corrupt,

yang artinya jahat, buruk, rusak. Sedangkan menurut Bank Dunia, korupsi adalah

penyalahgunaan wewenang  publik untuk memperoleh keuntungan pribadi (the

abuse of public office for private gain).10

Korupsi menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 didefinisikan sebagai

tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain,

atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara.Ada Sembilan tindakan yang dikategorikan dalam tindakan koruptif, yaitu

suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah, penggelapan, kolusi,

nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara.11

Definisi korupsi secara umum adalah perbuatan jahat yang merugikan diri sendiri

dan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk untuk

kepentingan pribadi maupun kelompok.

Definisi korupsi dalam  Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged

Dictionary) adalah penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan

tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.Sedangkan definisi lengkap

korupsi menurut Asian Development Bank (ADB) adalah korupsi melibatkan

perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta. Dimana mereka dengan

tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-

9 Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi
Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), 28.
10 Dewi Salistina, Pendidikan Anti Korupsi melalui Hidden Curriculum dan Pendidikan Moral,
Ta’allum, Vol. 03, No. 02, November 2015.  167.
11 Ibid., 168
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orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan

hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.12

Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi lebih dikenal dengan sebuah

perbuatan jahat dengan mengambil barang atau harta milik Negara secara tidak

jujur dan di luar ketentuan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, istilah korupsi

tidak jauh berbeda dengan istilah perampokan dan pencurian yang biasa dilakukan

oleh para penjahat dan residivis. Korupsi, perampokan, dan pencurian sama-sama

perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, tindakan yang amoral dan

merugikan diri sendiri dan orang lain. bedanya, perbuatan korupsi dilakukan oleh

anggota pemerintahan, yang berpendidikan, memiliki kekuasaan dan jabatan.

Sedangkan perampokan dan pencurian dilakukan oleh para penjahat dan orang-

orang non pemerintah yang tidak memiliki jabatan.13

Ada banyak pakar yang mengatakan tentang beberapa hal yang dapat

mendukung maraknya tindakan korupsi diantaranya: lemahnya penegakan hukum,

kurangnya kebebasan berpendapat atau kurangnya kebebasan pers, gaji pegawai

pemerintah yang kecil, masyarakat yang tidak peduli atau tidak tertarik atau

mudah dibohongi, pembelian kekuasaan dalam pemilu (money politic), kurangnya

pengawasan terhadap penyuapan atau penyogokan baik pengawasan internal

maupun  eksternal. Adapun faktor internal penyebab seseorang melakukan

korupsi yaitu lemahnya iman sehingga ada keinginan, hasrat dan kehendak untuk

12 Ikka Nur Wahyuni, Pengembangan Pendidikan Financial Literacy Berbasis Nilai-nilai Anti
Korupsi sebagai Investasi Sosial: Sebuah Pemikiran, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Ekonomi & Bisnis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,
07 November 2015, 4.
13 Nurul Yaqin, Program Anti Korupsi di  Madrasah, Islamuna, Volume 2, Nomer 2, Desember
2015, 269.
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melakukan tindakan korupsi, sedangkan faktor eksternalnya adalah dorongam atau

dukungan dari lingkungan keluarga maupu luar, adanya kesempatan, dan

kurangnya pengawasan.14

Pengaruh buruk yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi bersifat meluas

dan sangat merugikan banyak pihak. Alatas SH mengemukakan enam pengaruh

buruk yang diakibatkan oleh perbuatan koruptif, yaitu pertama, timbulnya bentuk

ketidakadilan, kedua, menimbulkan ketidakefisienan, ketiga, menyuburkan jenis

kejahatan lainnya, keempat, melemahkan semangat perangkat biroksi dan mereka

yang menjadi korban, kelima mengurangi kemampuan Negara dalam memberikan

pelayanan publik. Dan keenam, menaikkan biaya pelayanan.15

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakah salah

satu perbuatan yang melanggar hukum dengan maksud untuk memperkaya diri

maupun kelompok tertentu dengan merugikan banyak orang, ada banyak jenis

korupsi seperti hadiah, suap, illegal profit, secret transaction, hibah, penggelapan,

kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta fasilitas Negara.

2. Sebab-sebab Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari

dalam diri pelaku atau dari luar diri pelaku.Drehar A., Kostogiannis, C., dan

McCorriston, S. mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tindakan

korupsi. Ada empat penyebab munculnya korupsi, yaitu faktor politis dan judisial,

faktor historis, faktor sosial dan budaya, dan faktor ekonomik.Faktor sosial dan

14 Abdul Gaffar , Pendidikan Islam Berbasiskam Anti Korupsi, El-Furqania, Volume 03. Nomer 2,
Agustus 2016. 196-197.
15 Molas Warsi Nugraheni, Pendidikan Antikorupsi dalam Model Pembelejaran Bahas Indonesia
Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011,
Transformatika, Volume 12, Nomor 1, Maret 2016, 16.
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budaya pada hakekatnya terkait dengan sikap moral. Seseorang yang memiliki

moral yang baik akan cenderung menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang

keji, sebaliknya orang yang memiliki moral buruk, ia akan selalu mendekati

perbuatan-perbuatan keji. Diantara faktor-faktor penyebab seseorang melakukan

tindakan korupsi, yaitu:

Pertama, lemahnya iman. Orang-orang yang memiliki iman kuat, ia akan

terhindar dari perbuatan koruosi, karena menghindar dan menjaga dirinya dari

perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebaliknya, orang yang memiliki iman yang

lemah, akan cenderung melakukan perbuatan keji seperti korupsi.

Kedua, lemahnya penegakan hukum.Lemahnya penegakan hukum sangat

mempengaruhi orang-orang dalam melakukan tindakan korupsi. Karena dengan

lemahnya hukum ini, akan meringankan bahkan menghindari orang-orang dari

sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelaku korupsi.

Ketiga, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Salah

satu faktor maraknya tindakan korupsi adalah ketidaktahuan masyarakat akan

definisi korupsi yang sebenarnya, bentuk-bentuk korupsi, macam-macam korupsi,

serta ketentuan dan sanksi hukumnya. Sehingga dalam hal ini, masyarakat banyak

menganggap remeh terhadap tindakan korupsi yang tanpa disadari sering

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, desakan kebutuhan ekonomi.Alasan yang banyak digunakan

oleh para koruptor adalah masalah ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit

meyebabkan seseorang memudahkan segala carauntuk memenuhi kebutuhan

mereka. Salah satunya dengan cara korupsi.
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Kelima, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik, akan memberikan

nilai positif bagi masyarakatnya. Sebaliknya lingkungan yang kurang baik juga

akan mempengaruhi masyarakatnya, seperti kebiasaan melakukan kejahatan,

tindakan kriminal, dan perilaku korupsi.16

Merican berpendapat bahwa korupsi terjadi di Indonesia disebabkan oleh

beberapa hal, antara lain:17

1. Warisan dari pemerintah kolonial Belanda

Seperti yang kita ketahui bersama, Negara kita dijajah oleh Belanda lebih

dari tiga setengah abad.Mereka tidak hanya menguras habis sumber daya alam

yang ada, tetapi lebih banyak mewariskan budaya-budaya negatif kepada Negara

ini seperti korupsi.

2. Korupsi disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksamaan dan ketidakmerataan

Faktor kemiskinan menjadi salahsatu faktor penyebabnya

korupsi.Perekonomian keluarga yang sering menjadi alasan untuk melakukan

kejahatan dan tindakan kriminal seperti korupsi ini.Kemiskinan, ketidaksamaan

dan ketidakmerataan dalam hak dan kewenangan seseorang menjadi pemicu

maraknya praktek korupsi.

3. Gaji yang rendah

Seseorang yang memiliki gaji yang rendah, besar kemungkinan akan

terseret untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi yang tidak memiliki integritas

dan karakter yang baik. Tinggi rendahnya gaji yang diperoleh seseorang, semua

tergantung pada karakter individu itu sendiri.

16 Abdul Gaffar, Pendidikan Islam…, 200-201.
17 Agus Wibowo, Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti
Korupsi di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 31-33.
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4. Persepsi yang populer bahwa korupsi itu sudah dilakukan banyak orang,

sementara pelakunya hanya mendapat sanksi ringan.

Maraknya tindakan korupsi, dan kurang perhatiannya masyarakat akan

kasus ini menjadikan korupsi banyak dilakukan, apalagi tidak hanya aparat

pemerintahan saja pelakunya, tapi sudah menjalar ke lini terbawah. Dilihat dari

melemahnya penegak hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga

sebagian masyarakat menganggap “remeh” dalam kasus ini.

5. Pengaturan yang bertele-tele, dan

6. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan korupsi, mulai dari macam-

macam korupsi, dampak korupsi, ketentuan dan hukum korupsi. Maka sangat

diperlukannya sosialisasi korupsi untuk masyarakat secara bertahap dan merata.

Melalui berbagai media sosial elektronik maupun cetak  menjadi sarana dalam

mensosialisasikan pengetahuan tentang korupsi, dengan melibatlkan berbagai

pihak, mengingat korupsi bisa terjadi pada siapapun.

Ada juga yang membagi penyebab korupsi dari aspek motivasi.Pertama,

motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pelaku

korupsi.Kedua, motivasi entrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri

pelaku korupsi.Secara eksplisit, korupsi terjadi setidaknya disebabkan oleh tiga

faktor.Pertama, corruption by greed (keserakahan).Korupsi karena

keserakahan.Hal ini terjadi pada orang yang sebenarnya sudah kaya, kebetuhan

tercukupi, tapi karena sifat serakah yang dimiliki menyebabkan mereka terlibat

korupsi.Faktor keserakahan inilah yang menjadi pemandangan umum dalam
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lingkaran pemerintahan Negara kita.Kedua, corruption by need (kebutuhan).

Korupsi ini disebabkan karena adanya desakan kebutuhan dasar  hidup(basic

need) yang kurang terpenuhi. Pelakunya biasanya adalah golongan karyawan atau

pegawai-pegawai kecil.Ketiga, corruption by chance (peluang).Korupsi ini

dilakukan karena adanya peluang atau kesempatan untuk melakuakn tindakan

korupsi, seperti peluang besar untuk cepat kaya secara pintas, peluang naik

jabatan secara instan dan sebagainya.18Biasanya ini didukung dengan lemahnya

sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, serta lemahnya penegak hukum

bagi pelaku korupsi.

Hal yang tak kalah pentingnya untuk mencegah terjadinya korupsi adalah

melihat faktor-faktor penyebabnya korupsi sejak dengan menetapkan strategi

pencegahan korupsi.Perlunya mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor

yang menjadi akar penyebab meluasnya praktek tindak pidana korupsi.

Semua sebab-sebab korupsi diatas, bisa dilihat dari dua faktor, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal.Seorang koruptor yang memiliki sifat serakah, dipicu

dengan kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi dan di juga ditunjang dengan

adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi.

Dari beberapa uraian di atas, tindakan korupsi pada dasarnya dilakukan

oleh banyak faktor, dan bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri.Perilaku

korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks.

18Saiful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam,
Kariman, Volume 01, No. 01, 2015, 8.
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3. Model-model Korupsi

Tindak pidana korupsi terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari

penyuapan, pemerasan sampai dengan gratifikasi. Praktik korupsi sudah lama

dilakukan mulai dari golongan lini teratas sampai dengan lini terbawah. Di

Indonesia, praktik korupsi sudah mulai dilakukan secara sistematis, baik dengan

sistem kelompok maupun perorangan dengan cara yang semakin canggih dan

meluas. Lebih memprihatinkan lagi, jika korupsi ini terjadi dalam sektor

pelayanan publik.Karena mengingat tugas dari pemerintah adalah memberikan

pelayanan prima kepada publik atau masyarakat.

Sedangkan menurut Aditjondro,19 secara aplikatif ada tiga model lapisan

korupsi, yaitu:

a. Korupsi Lapis Pertama

Penyuapan (bribery), yaitu dimana prakarsa dari warga masyarakat atau

pengusaha yang membutuhkan jasa dari petugas pelayanan publik, atau

pengguguran kewajibab pembayaran denda ke kas Negara.Pemerasan (extortion)

adalah dimana prakarsa untuk meminta imbalan sebagai balas jasa dari petugas

pelayanan publik atau semcamnya.

b. Korupsi Lapis Kedua

Jejaring korupsi (cabal) antara aparat penegak hukum, politisi, dan birokrat yang

mendapatkan kedudukan yang istimewa, sehingga hubungan antara beberapa

anggota jejaring korupsi ini biasanya ada ikatan yang nepotistis yang dapat

berlingkup nasional.

19 George Junus Aditjondro, Jurnal Wacana: Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun
Suatu Kerangka yang lebih Holistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia, (Yogyakarta: Insist
Press, 2003), 22.
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c. Korupsi Lapis Ketiga

Jejaring korupsi (cabal) dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model

korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang  atau lembaga-

lembaga yang memiliki relasi  mancanegara di bidang usaha maskapai-maskapai

yang produknya terpilih oleh  pimpinan rezim dalam anggota jejaring korupsi ini,

sehingga dalam lapis ketiga ini berlingkup internasional.

Dari segi tipologi (formulasi kelompok) kejahatannya, ada tujuh jenis-

jenis korupsi.20Pertama, korupsi transaktif (transactive corruption) yang

menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima

demi keuntungan dan ketercapaian apa yang dinginkan antara keduanya. Biasanya

melibatkan hubungan antara pemerintah dan pengusaha ataupun pemerintah

dengan masyarakat.Kedua, korupsi yang memeras (exortive corruption), dimana

pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah   kerugian yang

mengancam dirinya.Ketiga, korupsi investif (investive corruption) adalah

pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan

tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan

datang. Keempat, korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) atau nepotisme

adalah penunjukan ataupun mengutamakan yang tidak sah terhadap teman

maupun sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan.Kelima,

korupsi devensif (devensive corruption) adalah perilaku korban korupsi dengan

pemerasan dalam rangka mempertahankan dirinya.Keenam, korupsi otogenik

(autogenic corruption) adalah bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain

20 Muh Mustaki, Wawasan Al-Qur’an tentang Pendidikan Anti Korupsi, Jurnal Ilmu Tarbiyah At-
Tajdid, Vol. 2, No. 1, Januari 2013, 75.
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atau pelakunya hanya seorang saja. Ketujuh, korupsi dukungan (supportive

corruption) adalah korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan, baik

secara langsung maupun dimasa yang akan datang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan korupsi sebagai

penyalahgunaan wewenang yang secara gambling dijelaskan dalam 13 pasal UU

No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.Berdasarkan  UU tersebut, tindak

pidana korupsi meliputi 30 bentuk/jenis tindak pidana yang secara umum dapat

dikelompokkan menjadi tujuh macam, yaitu:

1. Kerugian Negara (2 bentuk dalam 2 pasal);

2. Suap menyuap (12 bentuk dalam 6 pasal);

3. Penggelapan dalam jabatan (5 bentuk dalam 3 pasal);

4. Perbuatan pemerasan (3 bentuk dalam 1 pasal);

5. Perbuatan curang (6 bentuk dalam 2 pasal);

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (1 bentuk dalam 1 pasal) dan

7. Gratifikasi (1 bentuk dalam 1 pasal).

Ketujuh klarifikasi tersebut merupakan tindak pidana yang terkait

langsung dengan korupsi. Disamping itu, juga ada beberapa tindak pidana lain

yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintangi pemeriksaan perkara korupsi

2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

4. Saksi atau ahli yang tidak meberikan keterangan atau memberikan keterangan

palsu
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5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau

memberikan identitas pelapor.21

Terdapat beberapa model-model korupsi yang diklarifikasi sebagai suatu

tindakan yang jahat yang dapat merusak tatanan Negara. Dari semua model-model

korupsi tersebut, dapat kita ketahui bahwa korupsi tidak hanya melakukan

penyuapan uang, akan tetapi lebih dari itu korupsi juga bisa berupa pemberian

data atau keterangan yang palsu dan lain sebagainya.

4. Korupsi dalam Pandangan Islam

Korupsi merupakan salah satu perilaku yang tidak baik untuk dilakukan,

karena korupsi identik dengan sebuah tindakan yang merugikan diri sendiri

maupun orang lain, seperti bentuk penipuan, pemerasan, pencurian, suap

menyuap, penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan.Semuanya merupakan

perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan kekecewaan dan kerugian baik

secara material maupun non material.

Hafidhuddin dalam Yaqin, menjelaskan bahwa menurut pandangan islam,

korupsi termasuk perbuatan fasa >d atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan

dan pelakunya dikategorikan melakukan jina >yah qubra >(dosa besar). Dalam

konteks ajaran islam yang lebih luas, korupsi merupakan perbuatan yang

bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘ada>lah), akuntabilitas (al-ama>nah), dan

tanggung jawab. 22

Oleh karena itu, perilaku yang menyimpang dari ajaran agama sangat

dilarang oleh Allah secara tegas di dalam al-Qur’an seperti tindakan korupsi

21Nurul Yaqin, Program Pendidikan …., 270.
22 Nurul Yaqin, Program Pendidikan…273.
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ini.Allah telah mengingatkan kita melalui ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits

Nabi saw. berikut ini:

1. Q.S. al-Anfa>l (8): 27

 َ ِ ٱ َ َ اْ َ ُ ُ َ  َ اْ  ُ َ َ ءَا لَ وَ ٱ ُ نَ ٱ ُ َ ۡ َ  ۡ ُ ۡ وَأَ ُ ِ ٰ َ ٰ َ ٓاْ أَ ُ ُ َ وَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.23

2. Q.S. al-Baqarah (2): 188

 َ ِ وَ ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ ْ أَ ٓا ُ ُ ۡ َ ِ ِ ٰ َ ۡ َ ٓ إِ َ ِ  ْ ا ُ ۡ ُ مِ وَ ُ ۡ لِٰ ٱ َ ۡ ۡ أَ ِ ّ ٗ ِ َ  ْ ا ُ ُ ۡ َ سِ ِ ٱ

 ِ ِ ۡ ِ نَ ۡ ُ َ ۡ َ  ۡ ُ وَأَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.24

3. Q.S. an-Nisa>’ (4): 58

َ إنِ دواْ ٱ َ ُ ۡ أنَ  ُ ُ ُ ۡ َ ِ ٰ َ ٰ َ َ ۡ َ ٱ ۡ َ ُ ۡ َ َ ذَا  َ ِ ۡ أَ َ ِ سِ إ ِ ٱ اْ  ُ ُ ۡ َ لِأنَ  ۡ َ َ إنِۡ ٱ

 ِ ِ ُ ُ ِ َ ِ َ إنِۦٓۗ ِ ٗٱ ِ َ ۢ َ ِ َ نَ  َ

23 Al-Qur’an (8): 27.
24 Al-Qur’an (2): 188.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat.25

4. Q.S an-Nisa>’ (4): 107

 َ ِ وَ َ لۡ  ِ ٰ َ ُ َ ِ ۚ إنِٱ ۡ ُ َ ُ نَ أَ ُ َ ۡ َ َ ٗٱ ِ أَ ً ا َ نَ  َ َ ِ ُ  َ

Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati

dirinya.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat

lagi bergelimang dosa.26

5. Q.S. al-Hajj (22): 38

َ إنِ ِ ٱ َ  ُ ِ ٰ َ ُ َ ِ ْۗ إنِٱ ٓا ُ َ َ ءَا رٍ ٱ ُ َ انٖ  َ ُ ِ ُ  َ

Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman.Sesungguhnya

Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.27

6. Q.S. al-Anfa>l (8): 58

 َ  ٗ َ َ ِ  ٍ ۡ َ ِ َ َ َ ۡ إنِِ اءٍٓ َ َ  ٰ َ َ  ۡ ِ ۡ َ ِ َ إ ِٱ ُ  َ َ ِ ِ ٓ َ ۡ ٱ

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan,

maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.28

25Al-Qur’an( 4):58.
26 Al-Qur’an (4): 107.
27 Al-Qur’an (22): 38.
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7. Hadits Riwayat Abu Dawud

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zaid ibn Akhzam Abu > Tha >lib,  telah

menceritakan kepada kami abu > ‘Ashim dari Abd al-Warits ibn Sa’i @d dari Husain

al-Mu’allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw. Beliau

bersabda: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurusi suatu pekerjaan

kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia

ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan. ”29

8. Hadits Riwayat Muslim:

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu > Bakar ibn Abu Syaibah telah

menceritakan kepada kami Waki’ ibn Jarrah telah menceritakan kepada kami

Isma’il ibn Abi Khalid dari Qais ibn Abu Hazim dari ‘Adi ibn Amirah al-Kindi

dia berkata. “Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda:”Barangsiapa dari kalian

28 Al-Qur’an (8): 58.
29Abu Daud al-Sajistani, Sunan Abi Da >ud, Vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2013), 343.
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al-Mu’allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw. Beliau

bersabda: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurusi suatu pekerjaan

kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia

ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan. ”29

8. Hadits Riwayat Muslim:

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu > Bakar ibn Abu Syaibah telah

menceritakan kepada kami Waki’ ibn Jarrah telah menceritakan kepada kami

Isma’il ibn Abi Khalid dari Qais ibn Abu Hazim dari ‘Adi ibn Amirah al-Kindi

dia berkata. “Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda:”Barangsiapa dari kalian

28 Al-Qur’an (8): 58.
29Abu Daud al-Sajistani, Sunan Abi Da >ud, Vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2013), 343.
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yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami

(meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah

penipuan (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa. “ ‘Adi ibn ‘Amirah

berkata, “ Kemudian seorang laki-laki hitam dari Anshar –sepertinya saya pernah

melihatnya- berdiri sambil berkata, “wahai Rasulullah, kalau begitu saya akan

tarik kembali tugas yang pernah anda bebankan kepada saya!” Beliau balik

bertanya: “ada apa denganmu?” dia menjawab, “saya telah mendengar bahwa

Anda pernah bersabda seperti ini dan seperti ini. “ Beliau bersabda: “Sekarang

saya sampaikan, bahwa barangsiapa dari kalian yang aku tugasi atas suatu amal

hendaklah ia datang baik dengan sedikit atau banyaknya, apa yang memang

diberikan untuknya ia boleh mengambilnya, dan apa yang memang dilarang

untuknya, maka ia harus dapat menahan diri.” 30

Berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi saw.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa korupsi merupakan salahsatu

perbuatan yang sangat tercela dan termasuk golongan dosa besar. Sehingga, dalam

kehidupan sehari-hari perlu dibiasakan untuk menghindari perbuatan-perbuatan

yang dapat melanggar hukum islam.

C. Pendidikan Anti Korupsi

Era global yang semakin hari semakin berkembang pesat saat ini,

menjadikan manusia mengalami krisis moral dengan mengikuti keinginannya

terhadap dunia sehingga melahirkan manusia yang hedonis, materialis, dam

pragmatis. Sehingga menyebabkan masalah-masalah pada bangsa dengan

30 Abi al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim (Kairo: Syirkah al-
Qudus, 2014), 298.
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kurangnya pendidikan moral yang dimiliki oleh masyarakat, bahkan bukan

kemajuan bangsa yang ada, tapi kemerosotan bangsa.Lemahnya moral yang ada

tidak hanya dilakukan oleh para kaum bawah, tapi juga sampai pada tingkat

elite.Kasus yang sering terjadi adalah kasus korupsi dimana dampak yang

ditimbulkan sangat luar biasa, sebab kasus korupsi yang selama ini terjadi secara

sistemik dan meluas, mengakibatkan kerugian keungan Negara, mengganggu

stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahknya nilai moral dan etika.

Semakin kompleksnya problematika korupsi di Negara ini, pendidikan

sangat diharapkan dan berperan penting untuk menanamkan sikap anti koruptif

dengan membangun pendidikan karakter pada peserta didik sejak dini.Melalui

pendidikan, pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman

bahwa korupsi merupakan salahsatu sikap yang bertentangan dengan agama dan

hukum.

Hal tersebut dapat dicermati setidaknya dikarenakan dua hal.Pertama,

gejala reduksi moralitas sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) di

Indonesia, dengan indikasi empirik masih tingginya angka korupsi.Kedua, arus

masuk generasi muda ke lembega pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan

sebagai bagian dari diskursus pengembangan SDM di Indonesia yang seutuhnya.

Sumber Daya Manusia dalam suatu Negara menempati posisi sentral dan

strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga sangat diperlukan

dalam pengembangan SDM secara optimal.Tidak hanya pengembangan hard

skills saja tapi juga pengembangan soft skills.Lebih lanjut lagi, jika pengembangan
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sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, mulai dari pendidikan

dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Konsep dasar pendidikan anti korupsi secara filosofis merupakan agregasi

dari internalisasi hakikat korupsi (ontology), pemahaman praktik korupsi

(epistemology) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (aksiologi) untuk

mencegah perilaku korupsi.

1. falsafah Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan diyakini sebagai kunci masa depan bangsa. Menurut desiree,

pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang harus

ditanamkan sejak dini.31 Penanaman sikap anti korupsi sejak dini dapat

menjadikan anak lebih memahami apa saja yang terkait dengan korupsi dan

dampak yang diakibatkan dengan mempelajari dan melihat lingkungan

disekitarnya.

Menurut Langgulung, sekolah sebagai pusat pendidikan dapat

melaksanakan pendidikan anti korupsi dengan penanaman jiwa anti korupsi pada

diri setiap individu yang berada dalam lingkungan akademik. Pendidik harus

mampu membangkitkan rasa ingin tahu (curiosty) siswa terhadap urgensi

pendidikan anti korupsi, sehingga mereka bisa mengetahui dan memahami tentang

korupsi dan menghindari perilaku korupsi.Pada hakikatnya, pendidikan berarti

pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi.Individu itu

laksana lautan dalam yang penuh mutiara dan bermacam-macam ikan, tapi tidak

tampak.Ia masih berada di dasar laut. Ia perlu di pancing dan di gali sehingga bisa

31 AI Darmono dan I Gede Astawan, Pendidikan Anti Korupsi Berpendekatan Klarifikasi Nilai di
Sekolah Dasar, An-Nuha, Vol. 4, No. 1, Juli 2017, 2.
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menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia. Manusi mempunyai bakat dan

kemampuan yang jika terus digunakan dan diasah ia akan menjadi intan yang

sangat berharga, bisa menjadi kekayaan yeng berlimpah-limpah.32

Hal ini memberikan pemahaman kepada kita, bahwa pentingnya

pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan akal manusia, tapi juga pendidikan

melatih spiritual dan emosional manusia. Terlebih untuk memahami bagaimana ia

harus bersikap sebagai warga masyarakat dan sebagai warga Negara.

Salah satu upaya sebagai bekal utama untuk mencegah terjadinya korupsi

adalah pengembangan sikap, moral, dan kepribadian peserta didik sejak dini. Hal

ini tidaklah mudah, karena proses ini memerlukan waktu yang tidak singkat,

karena untuk membentuk watak dan karakter peserta didik melalui pengembangan

sikap, moral dan kepribadian memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan

dengan pembiasan-pembiasaan yang sering dilakukan.33 Pada usia ini, sangat

penting dilakukan untuk menanamkan sifatdan sikap positif anak untuk

membentuk watak dan karakter pada anak.

Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan korupsi

merupakan basisi falsafah dalam pendidikan nilai dan moral agama. Secara

filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan yang merusak (stabilitas

nasional, etika, dan norma individu pelakunya) artikulasi nilai-nilai yang sudah

mapan (estabilished) dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama.

32 Nadri Taja dan Helmi Aziz, Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. XIII, No. 1,
Juni 2016, 41.
33 Lu’mu Taris dan Mantasiah R, Implementasi Media Pembelajaran Anti Korupsi Berbasis
Gender untuk Menanamkan Nilai-nilai Kejujuran di SD, Jurnal Penelitian Pendidikan INSANI,
Vol. 19, No. 2, Desember 2016, 101.
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Kata mendidik pada umumnya dipahami sebagai suatu cara dalam menyiapkan

dan membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya, yaitu sebagai manusia

yang utuh. Secara lebih eksplisit pendidikan bertujuan untuk memanusiakan

manusia, membantu manusia untuk menjadi manusia seutuhnya, berbudaya, dan

bernilai tinggi.

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi merupakan proses

pembelajaran dengan pengenalan-pengenalan dan pemberian informasi terkait

nilai-nilai anti korupsi (ontologis dan epistemologis) sehingga, menjadikan

seseorang memahami dan mengetahui nilai-nilai anti korupsi yang dapat

menjadikan dirinya manusia yang bermoral (aksiologis), memiliki karakter baik,

bertanggung jawab dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Pendidikan anti korupsi sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, tidak

hanya untuk kalangan dewasa, tapi juga untuk anak-anak.Menyiapkan generasi

muda yang anti korupsi, berbudaya anti korupsi, berwatak anti korupsi,

bertanggung jawab terhadap problemmatika korupsi, dan memiliki nilai sosial

dalam membantu pencegahan korupsi.Karena disadari atau tidak, korupsi bisa saja

dialami oleh generasi muda bangsa.Pada saat tertentu, para generasi muda bisa

menjadi korban korupsi, menjadi pelaku korupsi, atau ikut serta juga melakukan

kejahatan korupsi, bahkan bisa saja menjadi pihak yang menentang korupsi.

Signifikansi pendidikan harus mampu menjadikan diri peserta didik

sebagai salah satu instrument perubahan yang mampu melakukan impowerment

(terhadap tindak kejahatan korupsi) dan transformasi masyarakat melalui berbagai

program melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan
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sosial. Dengan melalui pendekatan ini, dapat dicarikan serta  dianalisis solusinya

dalam berbagai bentuk pathologi sosial berupa penyimpangan praktik-praktik

kehidupan bermasyarakat seperti korupsi.

Sudah saatnya, praktik korupsi sebagai kejatan intelektual yang dapat

mengancam masa depan bangsa Indonesia, diperangi dsn ditunpas habis sampai

ke akar-akarnya tidak hanya melalui proses hukum, tapi juga melalui sisi

intelektual, melalui pendidikan anti korupsi. Kita tidak rela jika uamh rakyat yang

jumlahnya sangat banyak, seenaknya digunakan dan dilahap begitu saja oleh

segelintir orang atau para oknum yang tidak bertanggung jawab.Uang dan

kesejahteraan milik Negara itu, harusnya dibagi rata untuk

mensejahterakanseluruh rakyat Indonesia.Demikian amanah para bapak bangsa

yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.34

2. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi

Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih belum optimal

dilakukan, karena korupsi sudah berkembang lebih luas dan sudah mengalir di

setiap elemen, baik dikalangan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, serta

korupsi ini bisa mengenai siapa saja, baik yang menjadi korban korupsi bahkan

perilaku korupsi itu sendiri. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlarut maka lambat

laun negeri ini akan hancur disebabkan ulah manusia itu sendiri. Kejahatn korupsi

ini tidak hanya menghancurkan dirinya (pelaku korupsi) tapi juga pada orang-

orang disekitarnya bahkan merugikan Negara.

34 Agus Wibowo, Pendidikan Anti Korupsi,,,,14.
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Pentingnya dalam hal pemberantasan korupsi, kita ketahui bersama, ada

dua hal tindakan besar yang bisa dilakukan, yaitu 1) penindakan, 2)

pencegahan.Dalam hal ini, tidak akan berhasil secara optimal jika hanya

dilakukan oleh pihak pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat dalam hal

pencegahan perilaku korupsi.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary

crime) yang oleh karena itu diperlukan upaya dalam hal pencegahan korupsi.

Pencegahan korupsi ini bisa dilakukan pada anak usia dini untuk membentuk

karakter dan moral pada anak. Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya

yang efektif dalam pencegahan korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi pada

anak akan membantu membentuk generasi bangsa yang bertanggung jawab,

dengan begitu dapat mengurangi kasus-kasus korupsi di indonesia

Dalam perspektif pendidikan, jalur pendidikan merupaka jalur strategis

dalam pembentukan  karakter bangsa yang kuat. Dengan melalui jalur pendidikan

ini, kita dapat membangun karakter bangsa (character building) kepada anak-anak

bangsa mengenai tanggung jawab sosial terhadap kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara serta bertanggung jawab terhadap kekayaan

Negara.Pendidikan anti korupsi merupakan upaya sadar dan sistematis dalam

membangun generasi muda yang bertanggung jawab dan nasionalis. Melalui jalur

pendidikan baik formal, informal, maupun non formal diharapkan menjadi

pencerahan dan penyadaran bagi peserta didik, karena sesungguhnya tanpa adanya
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kesadaran penuh dan tanggung jawab yang kuat akan berakibat adanya potensi

tindakan koruptif. 35

3. Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat.36 Dalam membentuk jiwa anti korupsi pada anak, tidaklah

mudah, membutuhkan proses yang lumayan lama, dengan pemberian informasi

serta pengetahuan nilai anti korupsi sejak dini pada anak. Hal tersebut dapat

dimulai dengan pendidikan keluarga.Pendidikan dalam keluarga merupakan batu

pijakan pertama dalam membentuk karakter dan moral pada anak.Dan selanjutnya

dalam penerapannya tidak hanya dilingkungan keluarga, bahkan di lingkungan

masyarakat dan sekolah.

Sekolah juga memiliki peran dalam mewujudkan ketercapaian pendidikan

karakter pada anak. Menurut Ismail, secara umum sekolah sebagai sarana

pendidikan sekurang-kurangmya memiliki empat fungsi utama  yaitu 1) sebagai

sarana transfer ilmu, 2) konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, 3)

penguasaan life skill dan teknologi, 4) sarana pembangunan karakter.37 Fungsi dari

pendidikan tersebut seharusnya dapat berjalan dengan proporsi yang

35 Hamuni dan Karsadi, Pengembangan Model Ketahanan Nasional melalui Integrasi Pendidikan
Anti Korupsi dan Pendidikan Kewarganegaraan di Kalangan Siswa SMA se-Kabupaten Konawe,
SELAMI IPS Edisi Nomor 40, Volume 2 Tahun XIX Agustus 2014, 25.
36Undang-undang No. 20 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1.
37 Molas Warsi Nugraheni, Pendidikan Anti Korupsi dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia
Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011,
Transformatika, Volume 12, Nomor 1, Maret 2016, 17.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49

samasehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas, berkompeten dalam

bidangnya, memiliki karakter dan moral yang luhur.

Secara sosial, pendidikan didefinisikan sebagai proses pewarisan

kebudayaan. Kebudayaan dari generasi tua yang akan diwariskan ke generasi

muda, seperti nilai-nilai, perilaku, dan moral agar kebudayaan masyarakat tetap

terpelihara. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi pasif, akan tetapi

agar kebudayaan tetap terpelihara dan berkembang kea rah positif dengan

melahirkan generasi muda yang berkarakter dan berkualitas.

Pengertian pendidikan anti korupsi merupakan usaha secara sadar dan

terencana demi mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-

nilai dan praktik korupsi. Dalam proses pembelajarannya, tidak hanya sekedar

mentransfer informasi mengenai korupsi (kognitif), tetapi juga menekankan pada

pembentukan karakter anak (afektif) dan juga kesadaran moral dalam melakukan

aksi atau penindakan dalam melawan perilaku koruptif (psikomotorik).38

Langkah dalam mengatasi problematika korupsi bisa dilakukan melalui

pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat

penting untuk memberikan informasi dan mengenalkan tentang korupsi, jenis

korupsi, faktor-faktor korupsi, dan hal apa saja yang dapat dilakukan untuk

mencegah korupsi. Secara umum pendidikan anti korupsi adalah program

pembinaan yang dijalankan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat

terhadap tindak kejahatan korupsi.

38 Muh Mustakim, Wawasan Al-Quran …, 79.
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Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang

terhadap tindakan korupsi yang secara tidak langsung dapat mencegah peluang

dan meluasnya praktik korupsi.Mencegah yang dimaksud adalah upaya

meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan

serta berupaya menyelamatkan uang dan asset Negara.Dengan demikian,

pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan

pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dapat dilakukan melalui

pendiidkan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan

pendidikan non formal dalam lingkungan masyarakat.Pendidikan anti korupsi

tidak berhenti pada pengenalan-pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, tapi

berlanjut juga pada pemahaman nilai, pengamatan nilai dan penghayatan nilai anti

korupsi kedalam kebiasaan hidup sehari-hari.39

Melalui pendidikan anti korupsi pembangunan karakter bangsa yang kuat,

mandiri, serta berkualitas dapat diwujudkan untuk kesejahteraan

bangsa.Walaupun dalam praktiknya, harus kritis dalam pengembangan

pendidikan, sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindakan

koruptif.40Dengan demikian, melalui jalur pendidikan anti korupsi dapat menjada

wadah dalam mencegah korupsi sejak usia dini dengan membangun karakter dan

nilai moral pada anak.

39 Nurul Yaqin, Program Pendidikan,,,,, 269.
40 Hamuni, Pengembangan Model,,, 25.
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BAB III

GERAKAN“SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI”

A. Sekilas PandangGerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi”

1. Mengenal Gerakan“Saya Perempuan Anti Korupsi”

Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi atau dikenal dengan SPAK adalah

sebuah gerakan yang menempatkan perempuan sebagai pemegang peran penting

dalam pencegahan korupsi.Karena perempuan/Ibu adalah tokoh sentral dalam

keluarga yang menanamkan nilai moral pada anak-anaknya.Selain itu, perempuan

secara kodrati memiliki kemampuan melahirkan, mengembangkan dan

memelihara.Perempuan juga mempunyai kebutuhan berbagi yang diwujudkan

dalam berbagai kesempatan berkumpul.Semua karakter khas itu lah yang

membuat perempuan merupakan kekuatan yang besar dalam melakukan

pencegahan korupsi.

Melalui lebih dari 1600 Agennya yang tersebar di 34 provinsi, SPAK mengajak

masyarakat untuk mencegah korupsi mulai dari diri sendiri, keluarga dan

lingkungannya.1

2. Latar Belakang Gerakan“Saya Perempuan Anti Korupsi”

Hampir setiap orangtua pernah mengalami anaknya menyontek di

sekolah atau menyerobot antrian.Tapi tidak semua orangtua mengaitkan perilaku

itu dengan nilai kejujuran. Banyak orangtua tidak bisa menjelaskan bahwa

menyontek atau menyerobot antrian adalah mengambil hak orang lain untuk

keuntungan diri sendiri. Menurut survey yang dilakukan oleh KPK tahun 2012-

1ACCH., dalam https://acch.kpk.go.id/id, (20 Januari 2019).
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2013 ternyata hanya 4% orangtua yang mengajarkan kejujuran pada

anaknya.Yang dimaksud kejujuran adalah yang tercermin dalam kehidupan

sehari-hari.2

Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi atau disingkat SPAK lahir dari sebuah

keprihatinan yang dimunculkan oleh sebuah survey yang dilakukan KPK tahun

2012-2013 di Solo dan Yogyakarta. Survey ini menunjukkan fakta bahwa ternyata

hanya 4% orangtua yang mengajarkan kejujuran pada anaknya.Kejujuran yang

dimaksud di sini bukanlah sekedar definisi dari kata tersebut, tetapi lebih tentang

bagaimana kejujuran dalam praktek kehidupan atau perilaku sehari-hari. Orangtua

tidak bisa menjelaskan bahwa menyontek atau menyerobot antrian adalah

mengambil hak orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Ini sesungguhnya adalah

bentuk-bentuk perilaku koruptif yang biasa dilakukan sejak kecil dan lambat laun

berevolusi menjadi tindakan korupsi.3

Survey KPK tersebut juga menyebutkan bahwa Ibu masih dianggap sebagai figure

sentral dalam menanamkan pendidikan moral pada anaknya. Fakta ini

memberikan kesempatan untuk menggerakan pencegahan korupsi melalui

perempuan.Ini lah yang melandasi dibangunnya gerakan SPAK. Perempuan

dengan perannya sebagai Ibu dan sebagai profesional memiliki karakter khas

untuk melahirkan, mengambangkan dan memelihara. Perempuan juga senang

berbagi dan berkumpul sehingga dapat memiliki kesempatan sosialisasi lebih

banyak dalam masyarakat.Fakta ini lah yang menjadi landasan memberikan

perempuan kesempatan strategis dalam pencegahan korupsi dengan kemungkinan

2 Ibid.
3 Ibid.
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keberhasilan yang tinggi.4

3. Desain Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi”

Gerakan ini dikembangkan dengan pemahaman bahwa pemberantasan korupsi

harus dilakukan bersamaan antara pencegahan dan penindakan. Pencegahan bisa

dilakukan oleh siapa saja, sementara penindakan hanya dapat dilakukan oleh

aparat penegak hukum. Jumlah penegak hukum terbatas, dibandingkan dengan

masyarakat luas.Oleh karena itu pencegahan adalah peluang utnuk mengurangi

atau menghentikan korupsi.

Diagram 3.1 Desain Gerakan SPAK

Sumber: Diagram desain ini diambil di (https://acch.kpk.go.id/id.)

Gerakan ini dirancang untuk menumbuhkan perubahan dimulai dari diri sendiri,

4 Ibid.

https://acch.kpk.go.id/id


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54

keluarga, lingkungan terdekat, lingkungan sosial yang lebih luas dan seterusnya

sampai akhirnya perubahan terjadi pada semua orang.

4. Hari Lahir Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi”

Gerakan SPAK diluncurkan pada tanggal 22 April 2014 di kantor KPK,

dihadiri oleh para pegiat antikorupsi, tokoh-tokoh perempuan dan media massa.

Sejak itu, setiap tahun, hari lahir SPAK selalu dirayakan dengan berbagai kegiatan

baik yang terpusat di Jakarta maupun di berbagai provinsi lain.

Agen SPAK tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dengan jumlah kurang lebih

1.600. Mereka terdiri dari para perempuan dengan beragam latar belakang:

Polwan, Dharmawanita, Profesional, Anggota Dewan, Ibu Rumah Tangga,

Aktivis Perempuan, LSM Perempuan, Kelompok Agama, Mahasiswa, PKK,

Bhayangkari, Kowad, Jaksa, Hakim, Pengacara, dan sebagainya.5

5. Visi dan Misi Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi”

Visi: Mewujudkan masyarakat Indonesia yang antikorupsi

Misi:

1. menyebarkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai antikorupsi pada

masyarakat Indonesia dengan cara yang menyenangkan

2. menumbuhkan figur-figur antikorupsi di seluruh Indonesia

3. menumbuhkan keberanian untuk mewujudkan perubahan baik ditingkat

perilaku maupun sistem

4. menginspirasi perubahan dengan menyebarkan cerita-cerita positif

melalui berbagai media komunikasi

5 Ibid.
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5. mengembangkan terobosan-terobosan baru dalam pendidikan

antikorupsi

Tujuan: Menjadi wadah aktivitas pencegahan korupsi.6

6. Agen Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi”

Pada dasarnya setiap perempuan dewasa dapat bergabung dengan gerakan

SPAK.Tetapi untuk menjadi Agen, harus mengikuti pelatihan yang

diselenggarkan oleh KPK dan AIPJ selama 3 hari. Dalam pelatihan ini para agen

dibekali dengan pengetahuan tentang delik korupsi dan bagaimana memaknainya

dalam kehidupan sehari-hari dan cara menggunakan alat bantu SPAK.

Apabila ingin bergabung dalam kegiatan gerakan SPAK, dan belum

mengikuti pelatihan, dapat tetap ikut bergabung dengan para agen SPAK di

wilayah tempat tinggal sebagai relawandengan belajar untuk dapat menggunakan

alat bantu SPAK dari para agen SPAK yang telah berpengalaman.7

7. Perkembangan Program Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” di

Indonesia

Gerakan ini diluncurkan pada 22 April 2014.Peluncurannya dikemas

dalam bentuk talkshow dan bedah buku.Narasumbernya adalah Ibu Meuthia

Hatta, Dian Kartika Sari (Sekjen KPI), Ibu Yuyun dari NTB (perempuan yang

berani mengatakan tidak pada praktek korupsi dalam pekerjaannya), Busyro

Muqoddas (pimpinan KPK saat itu).Bedah buku ‘Saya, Perempuan Anti Korupsi'

dilakukan oleh Busyro Muqoddas dan Gandjar Laksamana Bonaprapta (Dosen FH

UI).

6 Ibid.
7 Ibid.
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Secara umum program ini terdiri dari dua kegiatan: pertama adalah

pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen SPAK. Kedua, penyebaran

pengetahuan anti korupsi (sosialisasi) yang dilakukan oleh para agen.

Pelatihan untuk fasilitator atau agen SPAKbisa disebut sebagai ToT. ToT

ini berlangsung selama 3 hari. Hari pertama adalah penjelasan tentang delik-delik

korupsi. Hari kedua tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat-alat bantu

sosialisasi. Dan hari ketiga, adalah simulasi melakukan sosialisasi. Dalam

simulasi ini, peserta diberikan satu situasi, misalnya dalam suatu kesempatan

seperti reuni, arisan dan lain sebagainya.

Untuk menyebarkan pengetahuan antikorupsi, para agen menggunakan

alat-alat bantu, yang terdiri dari tas, buku, pin, kaos, notes, flyers, dan permainan

(arisan, majo, dan semai). Setiap permainan ada cara main dan kunci jawaban,

sehingga tidak perlu khawatir. Seperti pada permainan semai, ini adalah

permainan untuk anak-anak (sejak PAUD hingga SD).Dalam permainan ini kita

tidak berbicara mengenai hal-hal korupsi tetapi kita berbicara mengenai 9 nilai

yang berdasarkan studi yang dilakukan oleh KPK dipercaya dapat menghindarkan

kita dari perilaku-perilaku koruptif.Kesembilan nilai yang dimaksud, adalah

kejujuran, keadilan, kerjasama, kemandirian, kedisiplinan, bertanggungjawab,

Kegigihan, keberanian, dan kepedulian.8

Pada hari ketiga, peserta akan diminta untuk membuat rencana sosialisasi

yang akan dilakukan dalam 3 bulan ke depandengan tidak meminta rencana

sosialisasi yang terlalu berlebihan, karena bukan hal yang mudah untuk

8 Ibid.
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melakukan ini dan juga menyadari adanya kemungkinan para agen akan dikatakan

sebagai sok bersih!, sok tau! dan lain sebagainya. Oleh karenanya para agen hanya

diminta ‘mulailah dengan yang paling nyaman'.Maka muncullah rencana tindak

lanjut yang mulai dari rumah (keluarga), kemudian lingkungan terdekat mereka,

seperti lingkungan rumah RT, RW, pengajian, arisan dan yang lainnya, kemudian

masuk ke lingkungan organisasi dan lingkungan kerja. Yang menarik adalah

munculnya kesadaran bersama setelah 3 hari pelatihan, bahwa mereka harus

mensosialisasikan ini pada anggota keluarga terlebih dahulu sebelum pada

lingkungan di luar keluarga. ‘apa jadinya kalau kita berkoar-koar soal menyontek

tapi anak kita menyontek atau soal suap pada petugas saat bikin KTP tapi keluarga

kita melakukannya'. Kesadaran ini adalah buah manis di hari penutup pelatihan.

Mereka mulai mengambil isu korupsi dan pentingnya berperilaku anti korupsi ke

dalam rumah mereka. Karena dari rumahlah, kita semua menjadi seperti apa kita

sekarang.9

Setelah 3 bulan pelatihan, para agen akan bertemu kembali dalam kegiatan

Post ToT. Pertemuan ini tidak membahas atau meminta laporan terkait kegiatan

sosialisasi selama di lapangan.Tidak ada yang mengawasi para agen.Para agen

tumbuh dan menjadi agen perubahan yang tangguh serta membangun rasa percaya

diri bahwa mereka adalah bagian penting bangsa ini menuju bangsa yang

bermartabat.Dengan memfasilitasi mereka untuk berbagi apa yang mereka

rasakan, bagaimana keyakinan mereka, apa saja tantangan yang ada, alternatif

9 Ibid.
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solusi apa yang sudah dikembangkan, dan apa yang perlu diperhatikan agar

gerakan ini menjadi lebih baik.

Apabila berbicara mengenai bagaimana pergerakan ini, para agen sangat

aktif dan berkembang luas dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti

koruptif.Bahkan tidak pernah berani membayangkan saat meluncurkan pada 22

April 2015. Mereka melakukannya (selain di keluarga) di tempat-tempat yang

tidak terbayangkan seperti di angkutan umum (bus way, angkot), di pusat

kebugaran, di bandara, di selasar mall, di perkampungan, di kaki gunung, pos

satpam yang bahkan tidak mungkin dilakukan oleh para penegak hukum

manapun. Tentunya selain di rapat-rapat atau pertemuan kantor, di gereja,

madrasah, masjid, sekolah, kampus, arisan, pengajian, pelatihan-pelatihan, kantor-

kantor pemerintah dan swasta. Teman-teman agen ini melakukannya dimana saja

dan kapan saja. Perangkat sosialisasi ada dalam tas mereka setiap hari. Sangat

diapresiasi untuk para agensudah membantu melakukan pencegahan

korupsi.Mereka melakukannya dengan sumber daya mereka sendiri.Setiap hari

ada lebih dari 5 foto kegiatan yang mereka lakukan terpampang di Facebook

Group yang sudahdibuat.Sehingga dari media sosial inilah akan terlihat

bagaimana pergerakan ini semakin hari semakin menguat.

Sebagai gambaran, dari sesi post ToT terakhir yang sudah dilaksanakan di

kota Palu dalam 3 bulan 30 agen telah mensosialisasi pengetahuan anti korupsi

pada lebih dari 3,592 orang dan anak-anak. Dengan demikian dalam sebulan
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mereka melakukannya pada lebih dari 1,197.Secara rata-rata, di setiap daerah

dalam 3 bulan mereka melakukan pada minimum lebih dari 2,500 orang.10

Korupsi bisa terjadi tanpa mengenal gender.Sehingga sosialisasi ini lebih

diarahkan pada para perempuan Indonesia. Karena perempuan dengan segala

kelembutan memiliki kekuatan dan cara yang khas untuk melawan, melindungi

keluarga dan lingkungan yang dikasihi dari hal-hal buruk yang mengancam

kehidupan. Ada kutipan yang menarik bahwa perempuan adalah arsitek

pembentukan masyarakat yang sebenarnya.Jadi kenapa tidak mulai dari diri

kita.Itulah sebabnya kita sebut dengan'Saya, Perempuan Anti Korupsi'.Menunjuk

pada diri sendiri dan menjadi identitas diri.Saya, perempuan anti korupsi ingin

menjadi bagian bangsa menuju Indonesia bebas dari korupsi, maka kami bergerak.

Peran perempuan dalam pencegahan korupsi sangatlah besar dan sangat

strategis.Dalam setiap rumah pasti ada perempuan dengan masing-masing

perannya.Bahkan di kost laki-laki pasti ada perempuan, baik itu ibu kostatau yang

membantu membersihkan rumah kost.Tetapi belum tentu ada laki-laki di tempat

kost perempuan.Bukan mengenai jumlah tetapi berbicara mengenai betapa besar

dan kuat kesempatan perempuan melakukan perubahan termasuk mencegah

korupsi.

Hal-hal yang bisa dilakukan oleh para agen yaitu mengajarkan anak untuk

tidak menyontek karena menyontek itu menipu diri sendiri, mengambil

keuntungan dari teman yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak

menyerobot antrian karena itu mengambil hak orang lain serta berhenti

10 Ibid.
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memberikan uang rokok atau uang lelah pada petugas yang mengurus KTP.

Karena selain itu sudah pekerjaannya juga tanpa disadari kita membuat petugas itu

mendahulukan kita yang bisa membayar dan mengesampingkan mereka yang

tidak bisa membayar.Atau berhentilah memberikan hadiah pada guru (misalnya

saat kenaikan kelas atau ulang tahun guru, dan lain sebagainya).Karena tanpa

disadari hadiah itu menjebak guru pada munculnya dorongan untuk memberikan

perhatian lebih pada mereka yang memberikan hadiah dan menjadi bertindak

kurang adil pada mereka yang tidak mampu memberi hadiah, dan masih banyak

lagi.

Para agen terdiri dari ibu rumah tangga, guru, dosen, pengusaha,

pengacara, hakim, jaksa, staf pengadilan, staf kejaksaan, pengurus dan anggota

PKK, pengurus dan anggota dharmawanita, PNS, istri polisi, istri TNI angkatan

udara, istri TNI angkatan darat, istri TNI angkatan laut, LSM, istri jaksa,

pemimpin agama, pemimpin masyarakat, difabel, wartawan, istri walikota, dan

lain-lain.

Saat ini SPAK telah memiliki lebih dari 494 orang fasilitator atau biasa

disebut sebagai Agen SPAK. Mereka telah mengikuti ToT fasilitator SPAK yang

dilangsungkan di 10 kota, yaitu Jakarta, Mataram, Makassar, Pare-pare, Kupang,

Surabaya, Bogor, Bandung, Jogjakarta dan Malang.

Agen-agen ini tidak hanya berada di tingkat provinsi, tetapi juga di kota

madya dan kabupaten. Sebagai gambaran sebagai berikut:11

11Ibid.
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Tabel 3.2 Penyebaran Agen SPAK di Indonesia

1. No Kota agen SPAK Penyebaran agen SPAK

2. 1
3. Agen SPAK Provinsi DKI

Jakarta

a. Kota administratif Jakarta

Timur

b. Kota administratif Jakarta Barat

c. Kota administratif Jakarta

Selatan

d. Kota administratif Jakarta Pusat

e. Kota administratif Jakarta Utara

2
Agen SPAK provinsi Jawa

Barat

a. Kota Bandung

b. Kota Depok

c. Kabupaten Indramayu

d. Kota Cimahi

e. Kota Bogor

f. Kota Bekasi

3 Agen SPAK provinsi NTT a. kota Kupang

b. Kabupaten Alor

c. Kabupaten Belu

d. Kabupaten Ende

e. Kabupaten Flores Timur

f. Kabupaten Kupang

g. Kabupaten Lembata

h. Kabupaten Malaka

i. Kabupaten Manggarai

j. Kabupaten Manggarai Barat

k. Kabupaten Manggarai Timur

l. Kabupaten Ngada

m. Kabupaten Nagekeo

n. Kabupaten Rote Ndao
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1. No Kota agen SPAK Penyebaran agen SPAK

o. Kabupaten Sabu Raijua

p. Kabupaten Sikka

q. Kabupaten Sumba Barat

r. Kabupaten Sumba Barat Daya

s. Kabupaten Sumba Tengah

t. Kabupaten Sumba Timur

u. Kabupaten Timor Tengah

Selatan

v. Kabupaten Timor Tengah

Utara

4 Agen SPAK provinsi NTB a. kota Mataram

b. Kabupaten Bima

c. Kabupaten Lombok Barat

d. Kabupaten Lombok Tengah

e. Kabupaten Lombok Timur

f. Kabupaten Lombok Utara

g. Kabupaten Sumbawa

h. Kabupaten Sumbawa Barat

i. Kota Bima

5
Agen SPAK Provinsi

Sulawesi Selatan
a. Kota Makassar

b. Kabupaten Barru

c. Kabupaten Bone

d. Kabupaten Enrekang

e. Kabupaten Gowa

f. Kabupaten Maros

g. Kabupaten Pinrang

h. Kabupaten Takalar

i. Kabupaten Sidrap
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1. No Kota agen SPAK Penyebaran agen SPAK

j. Kota Pare-pare

6
Agen SPAK Provinsi Jawa

Tengah
a. Kota Surakarta

8. 79. Agen SPAK Jogjakarta a. Kota Jogjakarta

b. Kabupaten Bantul

c. Kabupaten Gunung Kidul

d. Kabupaten Kulon Progo

e. Kabupaten Sleman

8
Agen SPAK Provinsi

Sulawesi Utara
a.    Kota Manado

9
Agen SPAK Provinsi

Sulawesi Tengah
a. Kota Palu

b. Kota Poso

10
Agen SPAK Provinsi

Sulawesi Tenggara
a. Kota Kendari

b. Kabupaten Konawe

11
Agen SPAK Provinsi

Gorontalo
a.    Kota Gorontalo

12
Agen SPAK Provinsi Jawa

Timur
a. Kota Surabaya

b. Kabupaten Bangkalan

c. Kabupaten Bojonegoro

d. Kabupaten Jember

e. Kabupaten Jombang

f. Kabupaten Kediri

g. Kota Malang

h. Kota Mojokerto

i. Kabupaten Pasuruan

j. Kabupaten Sampang
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1. No Kota agen SPAK Penyebaran agen SPAK

k. Kabupaten Sidoardjo

l. Kabupaten Situbondo

m. Kabupaten Tuban

n. Kabupaten Probolinggo

13
Agen SPAK Provinsi

Maluku
a. Kota Ambon

b. Kabupaten Seram

14
Agen SPAK Provinsi

Papua
a.   Kota Jayapura

Sumber:  Tabel penyebaran agen SPAK ini diambil di
https://acch.kpk.go.id/id.

Membicarakan perkembangan, ada beberapa catatan keberhasilan dari

pelaksanaan program kegiatan “Saya Perempuan Anti Korupsi” di beberapa

daerah di Indonesia, yaitu:12

1. Agen SPAK NTB, misalnya berhasil membebaskan 400 pasangan miskin

dari pungutan liar (pungli) untuk mendapatkan akta kawin dan adanya

ikrar dari remaja SMP untuk tidak menyontek;

2. Masih di NTB, ada pejabat di tingkat kabupaten yang tidak lagi

menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi;

3. Agen SPAK Bandung, saat ini sudah menjadi mitra Dinas Pendidikan dan

Kesehatan Pemerintah Kota Bandung dalam merumuskan rencana

membangun institusi pendidikan dan kesehatan yang berintegritas. Dalam

kegiatan SPAK Bandung di sebuah universitas, seorang dosen di hadapan

12 Ibid.

https://acch.kpk.go.id/id
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ratusan sivitas akademika menyatakan bahwa mulai saat itu tidak akan

menerima hadiah apapun dari mahasiswa;

4. Agen SPAK di Sulawesi menyatakan tidak lagi bersedia melakukan mark-

up nilai pekerjaan-pekerjaan yang datang ke lembaganya. Adanya juga

agen SPAK yang berhasil menyelamatkan dana lembaganya dari ancaman

korupsi.

5. Masih di Sulawesi, petugas yang mengurus kartu keluarga, BPJS atau

SKTM tidak lagi meminta uang rokok atau uang transportasi juga menolak

pemberian. Dia mengatakan ‘sekarang saya merasa lebih ikhlas membantu

terutama untuk orang-orang yang memang membutuhkan'. Agen SPAK

Sulawesi saat ini sudah menjadi mitra baik pemerintah kota maupun

provinsi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di daerahnya;

6. Agen SPAK Jogjakarta yang kebetulan istri lurah, berhasil mendorong

suaminya untuk mencabut kebijakan pemungutan biaya administrasi di

luar yang seharusnya;

7. Masih di Sulawesi, anak umur 9 tahun (karena bermain game Semai, game

khusus untuk anak-anak, tentang 9 nilai moral), berhasil melarang ibunya

memberi hadiah pada guru saat kenaikan kelas. Anak mengatakan: ‘karena

aku peduli dengan teman-temanku yang tidak punya uang untuk kasih

kado guru';

8. Agen SPAK Sulawesi dan NTT serta meminta semua tim kerjanya untuk

melakukan hal yang sama, tidak mau lagi menandatangani surat perjalanan

dinas (SPPD) yang sebenarnya tidak pernah terjadi;
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9. Agen SPAK Bogor yang rutin mengadakan sosialisasi SPAK di CFD

setiap minggunya peserta selalu bertambah banyak dan diskusi selalu

bertambah seru;

10. Agen SPAK NTT yang bertugas sebagai relawan kemanusiaan, sudah

berani untuk mendorong orang melaporkan tindak pidana korupsi dengan

meminta rekaman, dokumen-dokumen yang relevan;

11. Agen SPAK NTT menolak untuk menandatangani dan memberikan cap

pada lembar kosong daftar pemberian bantuan untuk fakir miskin dan

yatim piatu;

12. Masyarakat di Sumba Barat sudah mulai berhati-hati dalam pembagian

beras miskin (raskin) karena mereka mulai memahami bahwa bila tidak

sesuai peruntukan adalah sebuah perilaku korupsi, dan masih banyak lagi.

Semua catatan diatas adalah keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa.

Belum lagi kesadaran-kesadaran yang muncul karena adanya gerakan ini, seperti

misalnya ada yang mengatakan:13

1. ‘saya rasanya sampai tadi pagi merasa bahwa nasi yang saya makan adalah
nasi koruptor, karena saya biasa diminta suami untuk ke mall sini atau
sana untuk menerima amplop yang berisi uang suap';

2. ‘dengan adanya gerakan ini saya merasa perlu lebih bertanggungjawab
atas berbagai macam keputusan yang saya ambil sebagai anggota DPRD';

3. ‘sudah terlalu banyak dosa yang saya lakukan karena saya sudah pernah
pakai fasilitas negara, uang saku untuk anak setiap hari, dikasih 15 ribu
tetapi hanya dikasihkan 10 ribu ke putra saya. Saya juga biasa memberikan
hadiah setiap kenaikan kelas ke guru-guru. Pantesan guru-guru itu rajin
sekali melaporkan perkembangan putra saya, sementara teman saya
mendapat perlakuan yang berbeda. Saya sebelumnya senang dan merasa
memang seharusnya kasih hadiah ke guru karena guru akan
memperhatikan anak kita. Tetapi saya sama sekali tidak berfikir bahwa ada
anak-anak lain yang jadi diperlakukan tidak adil.';

13 Ibid.
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4. ‘suatu hari anak saya terlambat ke sekolah. Saya bingung kenapa dia
tenang dan santai saja, padahal saya tahu bahwa bila terlambat, maka dia
tidak dapat masuk sekolah karena gerbang sudah ditutup. Ketika saya
tanya kenapa dia tenang-tenang saja, anak saya menjawab: ‘tenang ma,
saya pasti bisa masuk. Satpam akan membukakan gerbang, karena kan
saya selalu yang memberikan bingkisan dari mama untuk mereka, dan
mereka selalu senang dengan hadiah dari mama, karena banyak dan
dengan kualitas bagus’. Di situ saya terpukul karena ternyata hal yang saya
anggap baik (memberikan hadiah pada semua orang di sekolah: guru,
kepala sekolah, petugas administrasi, satpam dll) ternyata telah
dimanfaatkan oleh anak saya. Padahal awalnya saya sangat bangga karena
anak saya berhati mulia mau membantu saya mendistribusikan hadiah
tersebut. Tapi ternyata anak saya melakukannya untuk kepentingan
berbeda. Ternyata memberikan hadiah secara merata pada semua orang
pun bisa berakibat buruk pada perkembangan anak saya'.

Perkembangan SPAK yang lain adalah diselenggarakannya ToT SEMAI

di Makassar. ToT ini melahirkan 50 Agen Semai. Maksud dan tujuan dari ToT ini

adalah menjadi anak-anak usia 11–14 tahun untuk menjadi agen anti korupsi.

Mereka secara khusus diberikan pemahaman tentang 9 nilai moral dan diajarkan

untuk bisa memfasilitasi orangtua dan teman-temannya.Pelatihan ToT

dilaksanakan pada tanggal 13–15 Agustus 2015.Sampai saat ini perkembangannya

sungguh luar biasa.Mereka sudah mengingatkan orangtua dan teman-temannya.

Pada tanggal 18 Agustus 2015, agen SPAK dan agen SEMAI makassar

juga telah berhasil memecahkan rekor MURI ‘bermain SEMAI terbanyak'. Pada

hari itu 1,370 anak bermain dari 62 SD di Makassar bermain SEMAI bersama.14

Berdasarkan paparan data diatas, menunjukkan bahwa keberhasilan dari

setiap kota maupun provinsi program gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi”

banyak membawa perubahan budaya sosial masyarakat yang bebas korupsi.

14 Ibid.
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B. Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” di Pemerintah Kabupaten

Bangkalan

1. Peran Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi melalui Pendidikan Anti

Korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Pemberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya

penegakan hukum yang tegas bagi pelaku korupsi serta keimanan yang kuat

kepada Allah SWT dan hari akhir melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi

sejak dini. Maka Allah menekankan pada kekuatan iman dalam menjalani

perintahNya dengan menanamkan akhlakul karimah dan memberantas

kemungkaran.Islam memperbaiki kualitas manusia dimulai dengan

meluruskan orientasi hidup.15 Dengan begitu, keimanan dalam diri manusia

akan menjadikan dirinya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan-Nya.

Upaya perlawanan terhadap kasus korupsi tidak hanya memberantas

yang terlihat saja, melainkan harus dengan sebuah gerakan sosial yang lebih

luas dan mendalam.Dengan suatu kegiatan sosial yang mengarah pada

perubahan sosial budaya.Gerakan sosial anti korupsi merupakan kebangkitan

masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi dengan mengoreksi kondisi

dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik.Tujuan akhirnya adalah tidak

hanya terdapat perubahan sikap dan perilaku terhadap masyarakat itu sendiri,

melainkan juga membentuk suatu tatanan sosial yang bebas korupsi.16

15 Abdul Ghaffar, Pendidikan Islam Berbasiskan Anti Korupsi, El-Furqania, vol. 03, No. 02,
Agustus 2016. 202.
16 Sari Angraeni, Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga:
Untuk Pemerintah  Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya, (Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi, 2016), 2.
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Program-program meningkatkan integritas individu juga merupakan

upaya pencegahan korupsi yang dilakukan dan ditujukan oleh individu dan

masyarakat luas.Perlunya program pencegahan korupsi dengan rancangan

sosial dan budaya yang mendorong mental masyarakat yang bebas

korupsi.Sehingga sangat dibutuhkan suatu gerakan anti korupsi yang

mengakar, berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang yang mengusung

nilai anti korupsi, bukan hanya yang bersifat jargon atau kampanye terbatas.

Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi harus

didukung secara paralel dan perbaikan-perbaikan integritas oleh pemerintah

dan masyarakat.Karena dalam prakteknya, penanaman nilai anti korupsi

tidaklah mudah.Diperlukan usaha yang optimal dan berkelanjutan agar tujuan

dari pendidikan anti korupsi bisa dikatakan berhasil. Dari semua program

pemerintah dalam upaya preventif korupsi perlu dilakukan analisis

ketercapaian program agar mengetahui hal-hal yang menjadi faktor-faktor

yang mempengaruhi dalam proses pelaksaan program.

Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” merupakan gerakan kaum

perempuan sebagai agen perubahan dimasa yang akan datang. Mundiroh

lailatul Munawaroh sebagai ketua koordinasi SPAK di Kabupaten Bangkalan

menjelaskan bahwa SPAK ini dikhususkan untuk perempuan, karena

perempuan merupakan figure sentral dalam menanamkan pendidikan,

memiliki karakter khas sebagai ibu untuk melahirkan, mengembangkan dan

memelihara serta lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat luas. Kata

“saya” dalam “Saya, Perempuan Anti Korupsi” artinya bahwa dalam



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70

pencegahan korupsi ini dimulai dari diri sendiri dengan menjadi pribadi anti

korupsi, sehingga dapat memberikan wawasan anti korupsi kepada orang

lain.17 Bangkalan merupakan salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan

program SPAK. Melihat latar belakang Kabupaten Bangkalan yang banyak

memiliki kasus korupsi sehingga peran dan keberhasilan program SPAK bisa

dirasakan oleh masyarakat Bangkalan.Jumlah agen SPAK Bangkalan yang

tersebar di beberapa kecamatan, ada 13 agen yang terdiri dari kalangan

mahasiswi, dosen, guru, pelajar, dan ibu rumah tangga.18

Peran yang dimainkan oleh gerakan anti korupsi di Kabupaten

Bangkalan adalah sebagai wadah untuk membantu program pemerintah dalam

upaya pencegahan korupsi melalui pelatihan fasilitator atau calon agen untuk

memahami cara bersosialisasi nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat,

kolaborator antar komunitas anti korupsi untuk melakukan pencegahan

perilaku koruptif, serta pengembangan pemuda dalam melakukan proses aksi

sosial melawan korupsi. Ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan

Nurul Farida, salah satu agen gerakan SPAK Bangkalan, bahwa belajar di

dunia aktivis anti korupsi adalah suatu impian yang telah terwujud, sebagai

bentuk pengabdian kepada bangsa.19

Peran yang dimainkan SPAK Bangkalan sudah berjalan sesuai dengan

tujuan, tugas, fungsi dan kedudukan SPAK dalam menyebarkan wawasan dan

pengetahuan melalui pendidikan anti korupsi kepada masyarakat Bangkalan,

dengan mengajarkan pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini.

17Mundiroh Lailatul Munawaroh, wawancara, Bangkalan, 10 April 2019.
18 Nurul Farida, wawancara, Bangkalan, 12 April 2019.
19 Nurul Farida, wawancara, 12 April 2019.
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2. Usaha Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi melalui Pendidikan Anti

Korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Gerakan SPAK memiliki program-program yang bisa dilaksanakan

dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.Secara umum

program ini terdiri dari dua kegiatan, pertama pelatihan untuk fasilitator

atau para calon agen SPAK.Kedua, sosialisasi pengetahuan anti

korupsi.Pelatihan untuk fasilitator atau agen SPAK bisa disebut sebagai

ToT (Training of Trainer).ToT ini berlangsung selama 3 hari. Hari

pertama adalah penjelasan tentang delik-delik korupsi, seperti definisi

korupsi, macam dan jenis korupsi, usaha pencegahan korupsi dan lain

sebagainya. Hari kedua tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat

bantu sosialisasi. Alat bantu atau media dalam sosialisasi anti korupsi

berupa permainan edukasi yang memiliki spesifikasi tingkatan, ada empat

jenis permainan yang ditawarkan, yaitu Semai, Majo, Arisan, dan Put Put

LK. Dan hari ketiga, yaitu simulasi melakukan sosialisasi. Pada hari

ketiga, peserta akan diminta untuk membuat rencana sosialisasi yang akan

dilakukan dalam tiga bulan kedepan. Perencanaan ini dibuat seringan

mungkin, karena sebagai rencana awal, bisa dari keluarga, lingkungan

sekolah, atau lingkungan masyarakat umum.

Sejarah gerakan SPAK di Kabupaten Bangkalan, berawal dari

seorang aktivis pemuda Bangkalan yaitu Mahasiswi Pascasarjana Uin

Sunan Kalijaga “Mundiroh Lailatul Munawaroh” yang melihat kegiatan

SPAK kota lain di media sosial facebook pada tahun 2016. Sehingga
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pemuda ini mencari kontak agen SPAK Jawa Timur untuk belajar

sosialiasi SPAK.Selanjutnya SPAK berkembang di Bangkalan.Kegiatan

SPAK terus dilakukan di sejumlah kecamatan yeng tersebar di Bangkalan,

dengan mengajak para pemuda dari kalangan pelajar, mahasiswi, dosen,

dan ibu rumah tangga untuk bergabung dan menjadi agen SPAK

Bangkalan.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh agen Bangkalan,

Mundiroh atau yang lebih dikenal dengan Ela Persi mendapat undangan

langsung dari SPAK Pusat untuk mengikuti pelatihan ToT yang diadakan

di Yogyakarta dan ditunjuk sebagai koordinator SPAK Madura dengan

fokus di Kabupaten Bangkalan. Pelatihan ToT yang diikuti oleh Ela Persi

ini adalah ToT Umum, sehingga terbentuklah SPAK Bangkalan secara

umum.Saat ini sudah banyak kegiatan-kegiatan SPAK yang sudah

dilakukan oleh agen SPAK Bangkalan.sebelum menjadi agen SPAK

Bangkalan, terlebih dahulu belajar semua permainan kepada salah satu

agen untuk bisa disosialisasikan di tempat lain. pada tanggal 21 Desember

2018 salah satu agen SPAK membantu calon agen untuk belajar bermain

SEMAI.

Gambar 3.3 agen SPAK belajar dengan calon agen

Sumber: gambar ini diambil saat melakukan observasi
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Selanjutnya, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di berbagai

instansi yang ada di Bangkalan, seperti di sekolah, kampus, dan yang

lainnya.Salah satu contoh kegiatan gerakan SPAK Bangkalan adalah di

UPTD SD Negeri Dumajah 02 Kecamatan Tanahmerah pada tanggal 11

Januari 2019.Para guru dan siswa sangat antusias dalam menyambut

kehadiran agen SPAK, mereka sangat berterimakasih bisa kenal dengan

gerakan SPAK karena dapat memberikan wawasan dan pengetahuan

pendidikan anti korupsi dengan media permainan edukatif yang

menyenangkan dan sangat mudah dipahami oleh siswa.  Seperti yang

dikemukakan oleh salah satu guru di UPTD SD Negeri Dumajah 02, yang

sekaligus menjadi agen SPAK Bangkalan, bahwa siswa kelas 5 sangat

senang dengan kedatangan para agen SPAK, dengan alat yang digunakan

seperti permainan yang mengedukasi namun juga menyenangkan, para

siswa ini sekarang sudah mengetahui macam-macam perilaku koruptif

yang mereka tidak menyadari pernah bahkan sering melakukan perilaku

koruptif. Dengan menggunakan permainan SEMAI atau Sembilan nilai-

nilai anti korupsi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada

siswa tentang korupsi.20

20 Nafidzatus Saidah, wawancara, 10 April 2019.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74

Gambar 3.4 sosialisasi game SPAK

Sumber: gambar diambil saat melakukan observasi

Dengan menggunakan alat atau media dalam mensosialisasikan

pendidikan anti korupsi, ada empat permainan yang digunakan sebagai alat

atau media sosialisasi yaitu: pertama, SEMAI (Semi Permainan)

mengajarkan anak-anak sembilan nilai anti korupsi yaitu, kesederhanaan,

kegigihan, keberanian, kerjasama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran,

bertanggung jawab, dan kepedulian. Dari permainan ini diharapkan akan

menumbuhkan karakter dan pribadi anti korupsi sejak dini. Permainan ini

menggambarkan cerita kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh

anak-anak.Sehingga memudahkan anak memahami maksud dari

permainan ini.Semai terdiri dari 3 unsur, yaitu papan permainan yang

berisi 9 nilai anti korupsi, kartu putih yang berisi cerita kehidupan sehari-

hari, dan kartu merah berisi pertanyaan edukasi.Semai dimainkan oleh dua

orang atau dengan berkelompok dengan dipandu seorang fasilitator.
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Gambar 3.5 Game SEMAI

Sumber: gambar diambil saat melakukan observasi

Kedua, MAJO (lima jodoh) adalah permainan dengan mengenal

berbagai tindakan korupsi dan peran serta masyarakat dalam

pemberantasannya. Majo terdiri dari papan permainan, kartu putih yang

berisi sebuah situasi dan kartu merah berisi pertanyaan.Majo bisa

dimainkan oleh empat orang atau kelompok dengan dipandu oleh seorang

fasilitator. Pada papan permainan di setiap sisinya terdapat lima kotak

berwarna hijua, oranye, biru dan ungu. Dari lima kotak tersebut

bertuliskan perilaku koruptif/Tindak pidana korupsi, Gratifikasi, suap,

tindak pidana pencucian uang, sikap anti korupsi dan peran serta

masyarakat.

Gambar 3.6 Game MAJO

Sumber: gambar diambil saat melakukan observasi
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Ketiga, Arisan adalah sebuah permainan dengan sistem arisan

menggunakan toples berisi gulungan pertanyaan, ada 79 undian

pertanyaan.25 kartu hijau, 30 kartu biru, dan 30 kartu merah.Permainan ini

biasa dilakukan oleh ibu-ibu, baik secara individual maupun dengan

berkelompok.

Keempat, Put Put LK adalah permainan seperti jam dinding dengan

memutar jarum untuk menunjuk kartu yang berisi pertanyaan.Permainan

ini bisa dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan orang dewasa. Put Put LK

bisa dimainkan oleh perorangan atau kelompok dan dipandu oleh seorang

fasilitator.

Gambar 3.7Game Put Put LK

Sumber: gambar diambil saat melakukan observasi

Melalui SPAK dengan pendidikan anti korupsi, dapat menyadarkan

dan mencegah perbuatan-perbuatan yang mendorong untuk berperilaku

koruptif sejak dini. Dengan menggunakan beberapa media game dalam

mensosialisasikan program SPAK dapat menjadi lebih mudah memberikan

pengetahuan anti korupsi pada masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
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3. Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi Program Gerakan

“Saya Perempuan Anti Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi di

Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam

melaksanakan program SPAK di Kabupaten Bangkalan. faktor pendukung

diantaranya adalah gerakan SPAK Bangkalan bekerjasama dengan Dinas

Pendidikan Kabupaten Bangkalan, sehingga memudahkan SPAK untuk

melaksanakan programnya di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten

Bangkalan. SPAK juga memiliki relasi dengan instansi/lembaga lain,

sehingga memudahkan dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi.21

`Tidak hanya itu, agen SPAK Bangkalah, Hafiana Safira juga

mengemukakan bahwa pada akhir pekan, gerakan SPAK Bangkalan juga

membuka stand di pusat kota, seperti di alun-alun Bangkalan maupun di

Stadion Bangkalan. para agen akan mengajak para pengunjung seperti

anak-anak, orang tua, mahasiswa, pelajar, untuk ikut bergabung bermain

permainan SPAK.22 Dengan cara ini, gerakan SPAK dapat melakukan

pendekatan dengan masyarakat Bangkalan untuk lebih mengenal tentang

bahaya korupsi yang dapat merusak tatanan bangsa.

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan

pencegahan korupsi, gerakan SPAK sebagai salah satu program

pemerintah, juga memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan baik

internal maupun eksternal dalam melaksanakan program-

21 Mundiroh Lailatul Munawaroh, wawancara, 10 April 2019.
22 Hafiana Safira, wawancara, 13 April 2019.
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programnya.Dengan menganalisis apa saja yang menjadi faktor

penghambat program SPAK yang kemudian di evaluasi untuk

meminimalisisasi kekurang-kekurangan program SPAK.

Di Kabupaten Bangkalan, program SPAK juga memiliki faktor-

faktor internal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya.

Seperti yang dikemukakan oleh ketua koordinasi SPAK Bangkalan bahwa

kesibukan para agen yang menjadi faktor penghambat utama dalam

menjalani program SPAK.23 Karena dengan kesibukan para agen ini, akan

berpengaruh terhadap keaktifan dalam menjalani program SPAK. Ini juga

sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu agen SPAK, bahwa

dengan kesibukan para agen, menjadikan gerakan SPAK ini belum

terlaksana secara optimal dan belum melekat pada masyarakat

Bangkalan.24

Disamping karena kesibukan para agen SPAK, yang menjadi

faktor penghambat yang lain adalah kurangnya media yang digunakan oleh

agen. Di SPAK Bangkalan sendiri terhitung hanya ada beberapa alat dari

setiap jenis permainan.Dan tidak semua agen memegang alat permainan

ini. Ini menjadi penghambat ketika ada agen yang ingin melakukakan

sosialisasi tetapi harus mengambil alat permainan di agen yang lain.

Faktor penghambat eksternal dalam proses melakukan sosialisasi,

seperti ada beberapa kendala yang diterima oleh para agen. Seperti yang

dikemukakan oleh salah satu agen bahwa ada beberapa anggapan

23 Mundiroh Lailatul Munawaroh, wawancara, 10 April 2019.
24 Nurul Farida, wawancara, 12 April 2019.
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masyarakat Bangkalan yang meremehkan SPAK.Seperti ucapan “mana

mungkin ini bisa menghapus korupsi, korupsi kan sudah mendarah daging

di Indonesia”.Atau ketika para agen mengenalkan media permainan,

“halah, Cuma game”, ucapan yang seperti sudah banyak didengar oleh

para agen ketika sedang melakukan sosialisasi.Tidak hanya itu,

terkadangan ada masyarakat yang menghindar secara halus bahkan

menolak.25

Walaupun ada beberapa anggapan masyarakat yang meremehkan

program SPAK, tidak menyurutkan niat para agen untuk membantu

memberikan wawasan dan pemahaman anti korupsi kepada masyarakat.

Dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas menjadi motivasi SPAK

Bangkalan untuk terus bergerak aktif memberantas korupsi yang sudah

mengakar kuat di Indonesia dengan upaya pencegahan sejak dini melalui

pendidikan anti korupsi.

Beberapa faktor penghambat program SPAK di Kabupaten

Bangkalan baik internal maupun ekternal sangat berpengaruh terhadap

keefektifan dari program SPAK dalam masyarakat. Solusi dari

permasalahan program SPAK adalah 1) para agen lebih banyak  memiliki

waktu bersosialisasi program kegiatan SPAK agar lebih dikenal oleh

masyarakat, 2) para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT yang

diadakan oleh SPAK pusat agar menjadi agen resmi dalam

mensosialisasikan pendidikan anti korupsi, 3) para agen lebih aktif lagi

25 Nurul Farida, wawancara, 12 April 2019.
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dalam mensosialisasikan program SPAK agar tidak ada lagi anggapan

negatif dari masyarakat terhadap SPAK sehingga akan terlihat

keberhasilan program SPAK di Kabupaten Bangkalan.
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BAB IV

PERAN GERAKAN “SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI” DALAM

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PEMERINTAH KABUPATEN

BANGKALAN

A. Peran Gerakan “Saya Perempuan Anti korupsi”dalam Pendidikan Anti

Korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tercatat sebagai Negara

terkorup di dunia.Data dari Tranparency Internasional (TI), posisi Indonesia

masuk pada zona kedua dengan menempati rangking ke-89 sebagai Negara paling

bersih di dunia dengan poin 38.1Penyakit korupsi yang dialami bangsa ini sudah

merajalela ke semua elemen baik di tingkat pemerintahan, maupun non

pemerintahan.

Dalam sejarahnya, korupsi sudah terjadi sejak dimulainya kehidupan,

dimana adanya organisasi yang rumit mulai muncul. Sejarah lain mencatat bahwa

korupsi terjadi pada zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai pada abad

pertengahan. Pada zaman Romawi, korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan

menguasai daerah jajahannya untuk kepentingan pribadi.Pada abad pertengahan

juga terjadi praktek korupsi oleh bangsawan istana kerajaan.Pendek kata, korupsi

sudah menjadi masalah besar yang terjadi dan tercatat dalam sejarah Mesir,

Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi Kuno.2

1 Tribun Timur.com, “Tranparency Internasional: Somalia Negara Paling Koru di Dunia, Denmark
Paling Bersih, Indonesia?”, dalam http://makassar.tribunnews.com, diakses pada 29 Januari 2019.
2 Ridlwan Nasir, (dkk.), Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, (Surabaya: IAIN Press &
LKiS, 2006), 277.

http://makassar.tribunnews.com/
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Dalam sejarahnya di Indonesia, korupsi sudah mengakar pada semua

lapisan masyarakat.Fenomena ini sudah terjadi lama terjadinya, dan menjadi

menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir.Praktek korupsi ada

sejak Indonesia sebelum merdeka.Seperti adanya pemberian upeti oleh

segolongan masyarakat kepada seorang penguasa untuk mendapatkan suatu hal

yang diinginkan.Dengan begitu, praktek korupsi sudah ada sejak era sebelum

kemerdekaan, bahkan praktek korupsi di Indonesia ini berlanjut pada era pasca

kemerdekaan, baik pada masa orde lama maupun pada masa orde baru.3Setelah

masa orde baru, berakhir, tindakan korupsi makin terlihat jelas dan masih

berkembang hingga saat ini. Tidak heran jika korupsi sudah menjadi budaya di

Indonesia karena, pemberitaan media massa yang menyuguhkan kasus-kasus

korupsi setiap hari yang tidak pernah habis diberitakan, baik yang dilakukan oleh

kalangan elit maupun oleh masyarakat biasa.

Pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya menyerang kalangan elite saja,

tapi sudah mengakar pada lapisan masyarakat.Perlunya upaya dalam memberantas

tindakan korupsi ini hingga ke akarnya. Berbagai cara yang telah dilakukan baik

itu dilakukan oleh lembaga korupsi sendiri maupun dukungan dari masyarakat.

Akan tetapi, banyak dari sebagian masyarakat yang menganggap remeh hal ini.

Pandangan masyarakat akan korupsi hanya terbatas pada penggelapan uang saja,

sehingga beranggapan keterlibatannya tidak akan berpengaruh dalam membantu

pemberantasan korupsi. Minimnya pengetahuan serta kurangnya rasa peduli

3Feni Qoriroh dan Maya Mustika Kartika Sari, Partisipasi Aktivis Saya Perempuan Anti Korupsi
(SPAK) dalam Upaya Pendidikan Anti Korupsi di Surabaya, Kajian Moral dan
Kewarganegaraan. Volume   03. Nomor 04 Tahun 2016,  1279.
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masyarakat terhadap bangsa menjadi salah satu faktor Indonesia terus berada pada

peringkat tinggi sebagai Negara terkorup di dunia.

Salah satu kasus korupsi yang menyeret nama Bupati Bangkalan yaitu

Fuad Amin Imron pada periode 2003-2013, dengan dikenakan hukuman 13 tahun

penjara, ketua DPRD Bangkalan 2004-2019 itu terbukti melakukan kejahatan

korupsi dan pencucian uang kurun waktu 2003-3014 mencapai RP 414 miliar.4

Pelaku tindak pidana korupsi tidak melihat status sosial seseorang, banyaknya

pelaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, hingga akhirnya pada

akhir tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan ancaman bagi

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi dengan di berhentikan

secara tidak terhormat. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Men-PAN RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).5Penerapan kebijakan ini mencerminkan

pemerintah dapat berlaku adil untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang

melanggar hukum dan merugikan Negara.

Upaya pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di

Indonesia dengan adanya lembaga yang bertugas khusus dalam penanganan

korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan

KPK.Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman pada lima asas, yaitu

4 Detik News, “Korupsi RP 414 Miliar, Berapa Gaji Fuad Amin Eks Bupati Bangkalan?”, dalam
https://news.detik.com/berita/3657623/korupsi-rp-414-miliar-berapa-gaji-fuad-amin-eks-bupati-
bangkalan (20 Januari 2019).
5Ahmad Faisol, Akhir Tahun ini, ASN Bangkalan yang Terlibat Kasus Korupsi Terancam dipecat,
Tribun Madura.co, http://jatim.tribunnews.com/2018/10/16/akhir-tahun-ini-asn-bangkalan-yang-
terlibat-kasus-korupsi-terancam-dipecat, 6 April 2019.

http://jatim.tribunnews.com/2018/10/16/akhir-tahun-ini-asn-bangkalan-yang-terlibat-kasus-korupsi-terancam-dipecat
http://jatim.tribunnews.com/2018/10/16/akhir-tahun-ini-asn-bangkalan-yang-terlibat-kasus-korupsi-terancam-dipecat
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kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan

proporsionalitas.

Alasan adanya lembaga pemerintah ini (KPK), karena mengakarnya

praktek korupsi yang semakin meluas di Indonesia.Karena korupsi ini tidak

memandang siapa, dimana, dan kapan saja, baik itu sebagai pelaku maupun

sebagai korban dari korupsi.Karena KPK ini bersifat independen dan dalam

menjalani tugasnya bebas dari kekuasaan manapun, maka KPK tidak bisa bekerja

sendiri, melainkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan perilaku

korupsi.

Praktek tindak pidana korupsi di Indonesia terus berkembang luas,

meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas

korupsi.Ini dikarenakan belum maksimalnya peran dan fungsi masyarakat dalam

membantu program pemerintah untuk memberantas korupsi.Peran masyarakat

yang aktif sangat berpengaruh untuk kesuksesan program-program pemerintah

dalam pemberantasan korupsi.6

Upaya preventif yang dilakukan oleh KPK yaitu melalui pendidikan,

sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Kegiatan ini dilakukan agar dapat

memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya

pendidikan anti korupsi, bahayanya korupsi, dan upaya-upaya pencegahannya.

Hal ini diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam

pencegahan perilaku koruptif, baik dalam dirinya sendiri, keluarga, sosial

masyarakat, bahkan dalam lingkup yang lebih luas lagi.

6 Siful Arifin, Model Implementasi….. 2.
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KPK mendeklarasi program baru dalam rangka pencegahan korupsi

melalui pendidikan dengan memberdayakan masyarakat terutama kaum

perempuan.Program ini dibangun oleh KPK dan AIPJ (Australia Indonesia

Partnership for Justice) dengan alasan bahwa perempuan Indonesia memiliki

peran yang strategis dalam pencegahan perilaku korupsi. Sehingga pada tanggal

22 April 2014 dalam rangka memperingati hari kartini, KPK dan AIPJ

mendeklarasikan program baru gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” di kantor

KPK yang dihadiri oleh pegiat anti korupsi, tokoh-tokoh perempuan dan media

massa.

Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” merupakan gerakan kaum

perempuan sebagai agen perubahan dimasa yang akan datang. Bangkalan

merupakan salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan program SPAK.

Melihat latar belakang Kabupaten Bangkalan yang banyak memiliki kasus korupsi

sehingga peran dan keberhasilan program SPAK bisa dirasakan oleh masyarakat

Bangkalan.

Berbicara mengenai peran, sama dengan fungsionalitas suatu instansi yang

berperan sebagai aktor dalam skenario tertentu. Meminjam konsep Robert King

Merton, bahwa seseorang memiliki kedudukan tertentu dalam struktur

sosialnya.setiap status bukan hanya memiliki satu peran, tetapi memiliki beberapa

peran.7 Merton menamakan peran-peran itu dengan perangkat peran (role set).

7 Merton,  “The Role-Set…”, 111.
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Istilah beberapa peran atau peran ganda tidak merujuk pada sesuatu yang

kompleks dengan status sosial tertentu, namun dengan beberapa status sosial.8

Dalam penelitian ini, gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” sebagai

wadah pendidikan anti korupsi harus mampu memposisikan diri dan mengambil

peran dalam mencegah perilaku koruptif. Ada beberapa mekanisme sosial

artikulasi peran oleh Robert King Merton, yaitu: 1) Kepentingan relative dari

berbagai status. 2) perbedaan kekuatan  dari masing-masing peran. 3) isolasi

aktivitas peran dari pengamatan anggota set peran. 4) permintaan konflik oleh

anggota set peran. 5) dukungan sosial yang sama diantara pemilik status. 6)

membatasi peran.9

Peran gerakan SPAK dalam pendidikan anti korupsi sebagai suatu wadah

dalam mencegah perilaku koruptif.Pertama, dengan melihat visi misi dan tujuan

dari gerakanSPAK. Dalam visinya, gerakanSPAK mewujudkan  masyarakat

Indonesia yang anti korupsi, dan visi nya adalah menyebarkan pengetahuan dan

pemahaman nilai-nilai anti korupsi, pada masyarakat Indonesia dengan cara

menyenangkan, menumbuhkan figure-figur anti korupsi di seluruh Indonesia,

menumbuhkan keberanian untuk mewujudkan perubahan baik ditingkat perilaku

maupun  sistem, menginspirasi perubahan dengan meyebarkan cerita-cerita positif

melalui berbagai media komunikasi, mengembangkan terobosan-terobosan baru

dalam pendidikan anti korupsi. Sedangkan tujuan dari gerakanSPAK adalah

menjadi wadah aktivitas pencegah korupsi.Jadi gerakanSPAK memiliki

8 Ibid., 112
9 Ibid.,113-117.
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kepentingan yang relatif dalam membantu pencegahan dan penyadaran tentang

korupsi melalui program-program yang dimilikinya.

Kedua, perbedaan kekuatan dari masing-masing peran.Dengan melihat

fungsi dari gerakanSPAK adalah sebagai upaya pencegahan korupsi melalui

pendidikan anti korupsi.Disini gerakanSPAK memiliki karakter sendiri dalam

membantu program pemerintah. Melalui agen-agen gerakanSPAK yang tersebar

luas di 34 Provinsi di Indonesia, artinya gerakan ini dirancang untuk

menumbuhkan perubahan dimulai dari diri sendiri , keluarga, lingkungan terdekat,

lingkungan sosial yang lebih luas dan seterusnya. Bedanya gerakanSPAK dengan

komunitas anti korupsi lainnya adalah gerakan ini bukan sekedar gerakan biasa,

melainkan melalui pelatihan atau ToT yang dilakukan oleh SPAK pusat dan

dengan cara bersosialisasi menggunakan media permainan yang mengedukasi dan

menyenangkan. Dengan para agen dari kalangan perempuan yang memiliki

kekuatan dalam melakukan perubahan untuk bangsa.

Ketiga, isolasi aktivitas peran.Gerakan ini dikembangkan untuk

mengurangi perilaku korupsi di Indonesia.Dengan adanya gerakanSPAK,

masyarakat khusunya kaum perempuan dapat membantu program pemerintah

dalam mengatasi masalah korupsi yang sudah berkembang luas di Negara kita.

Keberadaannya tidak hanya untuk upaya pencegahan perilaku koruptif, tetapi juga

adanya pengembangan pemuda khusunya gerakanSPAK Bangkalan yang

berinisiatif untuk bekerjasama melakukan suatu proses aksi sosial pencegahan anti

korupsi.
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Keempat.Adanya konflik.GerakanSPAK lahir dikarenakan adanya survey

yang dilakukan oleh KPK pada tahu 2012-2013 yang menyatakan bahwa orang

tua yang mengajarkan nilai kejujuran pada anak hanya 4 persen saja. Tidak hanya

itu, masalah-masalah yang dianggap kecil tapi nyatanya itu adalah benih perilaku

korupsi yang biasa terjadi di masyarakat seperti menerobos antrian, menyontek di

dalam kelas, memberikan uang rokok atau uang lelah kepada petugas pelayanan

publik, memberikan hadiah pada guru saat kenaikan kelas atau pada hari ulang

tahun guru, karena tanpa disadari hadiah itu menjebak guru pada munculnya

dorongan untuk memberikan perhatian lebih pada salah satu siswa dan menjadi

bertindak kurang adil pada siswa yang tidak memberi hadiah, dan masih banyak

lagi contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya gerakanSPAK,

contoh-contoh masalah diatas bisa teratasi dengan memberikan pemahaman

pemahaman tentang delik korupsi. Dari data AACH (Anti Corruption Clearing

House), beberapa agen SPAK yang telah berhasil melaksanakan program SPAK

di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya:

a. Agen SPAK NTB. Berhasil membebaskan 400 pasangan miskin dari

pungli untuk mendapatkan akta kawin, serta adanya ikrar dari siswa

SMP untuk tidak menyontek.

b. Agek SPAK Bandung, saat ini sudah menjadi mitra Dinas Pendidikan

dan Kesehatan Pemerintah Kota Bandung dalam merumuskan rencana

pembangunan institusi pendidikan dan kesehatan berintegritas. Dalam

kegiatan SPAK Bandung di sebuah Perguruan Tinggi, seorang dosen
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di hadapan ratusan sivitas akademikia menyatakan tidak akan

menerima hadiah apapun dari mahasiswa.

c. Agen Sulawesi, petugas pelayanan Kartu Keluarga, BPJS, atau SKTM

tidak lagi meminta uang rokok atau uang transport. Agen SPAK

Sulawesi juga sudah menjadi mitra baik pemerintah kota maupun

provinsi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di daerahnya.

d. Agen SPAK NTT yang bertugas sebagai relawan kemanusiaan, sudah

berani untuk mendorong orang melaporkan  tindak pidana korupsi

dengan meminta bukti rekaman dan dokumen-dokumen yang lain.10

Dari berbagai contoh masalah di atas yang terjadi alam kehidupan sehari-

hari, banyak masyarakat yang belum menyadari telah melakukan tindakan

koruptif.Melalui SPAK dengan pendidikan anti korupsi, dapat menyadarkan dan

mencegah perbuatan-perbuatan yang mendorong untuk berperilaku koruptif sejak

dini.

Kelima, adanya dukungan pada gerakan SPAK.Kegiatan SPAK

memperoleh banyak dukungan dari masyarakat luas, terutama kalangan

perempuan yang siap melakukan perubahan demi kemajuan bangsa.Dukungan

yang diperoleh SPAK datang dari aparat pemerintah serta juga dari kalangan

masyarakat umum.Buktinya, gerakanSPAK sudah tersebar luas di seluruh

Indonesia dengan jumlah agen yang tidak sedikit.Pada senin, 04 Maret 2019.

Mentri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memberikan dukungan kepada agen

SPAK Sulawesi, karena menurutnya, gerakan SPAK memiliki  peran yang

10 AACH, “Peta Gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi), dalam
https://acch.kpk.go.id/id/berkas/saya-perempuan-antikorupsi/mengenal-gerakan-saya-perempuan-
anti-korupsi-spak, 5 Maret 2019.

https://acch.kpk.go.id/id/berkas/saya-perempuan-antikorupsi/mengenal-gerakan-saya-perempuan-anti-korupsi-spak
https://acch.kpk.go.id/id/berkas/saya-perempuan-antikorupsi/mengenal-gerakan-saya-perempuan-anti-korupsi-spak
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strategis dalam mencegah korupsi sekaligus memiliki dampak besar bagi

keberlangsungan peradaban bangsa Indonesia.11Dukungan yang diterima

gerakanSPAK berdampak positif dalam penyebaran nilai-nilai anti korupsi

melalui pendidikan anti korupsi dari berbagai kalangan.

Keenam, membatasi peran.Gerakan SPAK ini dilahirlam atas pemahaman

bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan bersamaan antara pencegahan dan

penindakan.Akan tetapi, penindakan hanya bisa dilakukan oleh aparat pemerintah

penegak hukum.Dengan jumlah penegak hukum yang terbatas dibandingkan

dengan jumlah masyarakat di Indonesia.Sedangkan pencegahan bisa dilakukan

oleh siapa saja.Oleh karena itu, keterlibatan peran masyarakat dapat membantu

dalam pencegahan korupsi yang menjadi peluang terbesar dalam mengurangi

perilaku korupsi di Indonesia.

Dari beberapa skenario yang dijalankan oleh gerakanSaya Perempuan Anti

Korupsi” dapat dijadikan pemaparan bahwa peran yang diambil oleh

gerakanSPAK di Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai wadah untuk

membantu program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi melalui

pelatihan fasilitator atau calon agen untuk memahami cara bersosialisasi nilai-nilai

anti korupsi kepada masyarakat, kolaborator antar komunitas anti korupsi untuk

melakukan pencegahan perilaku koruptif, serta pengembangan pemuda dalam

melakukan proses aksi sosial melawan korupsi.

11 Melati Tagore, Dianggap Strategis Cegah Korupsi, Menag Dukung SPAK, Moeslim Choice,
dalam http://www.moeslimchoice.com/read/2019/03/04/19274/dianggap-strategis-cegah-korupsi-
menag-dukung-spak, 02 Mei 2019.

http://www.moeslimchoice.com/read/2019/03/04/19274/dianggap-strategis-cegah-korupsi-menag-dukung-spak
http://www.moeslimchoice.com/read/2019/03/04/19274/dianggap-strategis-cegah-korupsi-menag-dukung-spak
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B. UsahaGerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” dalam Pendidikan Anti

Korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Gerakan SPAK memiliki program-program yang bisa dilaksanakan dalam

pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.Secara umum program ini

terdiri dari dua kegiatan, pertama pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen

SPAK.Kedua, sosialisasi pengetahuan anti korupsi.Pelatihan untuk fasilitator atau

agen SPAK bisa disebut sebagai ToT (Training of Trainer).ToT ini berlangsung

selama 3 hari. Hari pertama adalah penjelasan tentang delik-delik korupsi, seperti

definisi korupsi, macam dan jenis korupsi, usaha pencegahan korupsi dan lain

sebagainya. Hari kedua tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat bantu

sosialisasi. Alat bantu atau media dalam sosialisasi anti korupsi berupa permainan

edukasi yang memiliki spesifikasi tingkatan, ada empat jenis permainan yang

ditawarkan, yaitu Semai, Majo, Arisan, dan Put Put LK. Dan hari ketiga, yaitu

simulasi melakukan sosialisasi. Pada hari ketiga, peserta akan diminta untuk

membuat rencana sosialisasi yang akan dilakukan dalam tiga bulan kedepan.

Perencanaan ini dibuat seringan mungkin, karena sebagai rencana awal, bisa dari

keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat umum.

Selanjutnya, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di berbagai instansi

yang ada di Bangkalan, seperti di sekolah, kampus, dan yang lainnya.Dengan

menggunakan alat atau media dalam mensosialisasikan pendidikan anti korupsi,

ada empat permainan yang digunakan sebagai alat atau media sosialisasi yaitu:

pertama, SEMAI (Semi Permainan) mengajarkan anak-anak sembilan nilai anti

korupsi yaitu, kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerjasama, kedisiplinan,
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keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian. Dari permainan

inidiharapkanakan menumbuhkan karakter dan pribadi anti korupsi sejak dini.

Permainan ini menggambarkan cerita kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan

oleh anak-anak.Sehingga memudahkan anak memahami maksud dari permainan

ini.Semai terdiri dari 3 unsur, yaitu papan permainan yang berisi 9 nilai anti

korupsi, kartu putih yang berisi cerita kehidupan sehari-hari, dan kartu merah

berisi pertanyaan edukasi.Semai dimainkan oleh dua orang atau dengan

berkelompok dengan dipandu seorang fasilitator.

Kedua, MAJO (lima jodoh) adalah permainan dengan mengenal berbagai

tindakan korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Majo

terdiri dari papan permainan, kartu putih yang berisi sebuah situasi dan kartu

merah berisi pertanyaan.Majo bisa dimainkan oleh empat orang atau kelompok

dengan dipandu oleh seorang fasilitator. Pada papan permainan di setiap sisinya

terdapat lima kotak berwarna hijua, oranye, biru dan ungu. Dari lima kotak

tersebut bertuliskan perilaku koruptif/Tindak pidana korupsi, Gratifikasi, suap,

tindak pidana pencucian uang, sikap anti korupsi dan peran serta masyarakat.

Ketiga, Arisan adalah sebuah permainan dengan sistem arisan

menggunakan toples berisi gulungan pertanyaan, ada 79 undian pertanyaan.25

kartu hijau, 30 kartu biru, dan 30 kartu merah.Permainan ini biasa dilakukan oleh

ibu-ibu, baik secara individual maupun dengan berkelompok.

Keempat, Put Put LK adalah permainan seperti jam dinding dengan

memutar jarum untuk menunjuk kartu yang berisi pertanyaan. Permainan ini
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bisadilakukan oleh kalangan mahasiswa dan orang dewasa. Put Put LK  bisa

dimainkan oleh perorangan atau kelompok dan dipandu oleh seorang fasilitator.

C. Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi ProgramGerakan “Saya

Perempuan Anti Korupsi” di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi.Ada faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya korupsi.Secara umum, ada dua faktor, yaitu faktor

internal dan ada faktor eksternal.Faktor internal adalah penyebab korupsi dari

dalam diri individu.Sedangkan faktor ekternal merupakan penyebab korupsi yang

ditimbulkan dari luar individu.Faktor internal terdiri dari karakter atau sifat

seseorang, misalnya lemahnya iman, ketidakjujuran, dan sikap-sikap keseharian

yang menunjukkan pola hidup konsumtif.Faktor eksternal berasal dari lingkungan

luar individu, dalam hal ini bisa berasal dari beberapa aspek.Aspek ekonomi,

misalnya kurangnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi

kebutuhannya.Aspek politik misalnya instabilitas politik, kepentingan politik,

untuk meraih kekuasaan.Aspek hukum bisa dilihat dari lemahnya penegakan

hukum dan buruknya wujud perundang-undangan.Aspek manajemen dan

organisasi seperti kurangnya akuntabilitas dan transparansi.Dan aspek sosial

seperti kurangnya dukungan masyarakat untuk melawan perilaku koruptif.12

Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisisasi terjadinya korupsi

yaitu melalui pendidikan.Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi(education

as investement) telah berkembang pesat di Indonesia dalam membangun bangsa

dan semakin diyakini oleh pemerintah bahwa pembangunan sektor pendidikan

12 Ita Suryani, Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi
seabagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 14, No. 02,
November 2015, 292.
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harus dibangun terlebih dahulu.13Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu

jalur strategis dalam pembinaan karakter bangsa yang kuat.

Urgensi pendidikan anti korupsi terutama bagi siswa untuk memberikan

pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi, karena dalam realitasnya, korupsi

tidak hanya bisa diberantas oleh penegakan hukum, melainkan membutuhkan

penanganan yang optimal melalui pendidikan anti korupsi.Pada dasarnya,

pendidikan anti korupsi bukanlah suatu sistem yang baru dalam dunia pendidikan,

pendidikan anti korupsi sejalan dengan pendidikan karakter yang dikampanyekan

oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.Oleh karena itu, dalam prakteknya,

pendidikan anti korupsi diharapkan tidak hanya bersifat kognitif dan teoritis saja,

melainkan juga lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik dengan

memberikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai anti korupsi

bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari.14

Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pendidikan bukan

hanya sekedar untuk mencerdaskan akal semata, melainkan melatih kemampuan

spiritual dan emosional anak melalui aspek-aspek yang telah diajarkan, baik

kognitif, afektif, dan psikomotorik.Membentuk pribadi yang anti korupsi

bukanlah hal yang mudah. Diperlukan usaha yang maksimal dengan

membangunnya secara terus menerus sejak usia dini.

Melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini diharapkan dapat

menjembatani usaha meminimalisasi praktek tindak pidana korupsi yang sudah

13 Ikka Nur Wahyuni, Pengembangan Pendidikan Financial Literacy Berbasis Nilai-nilai Anti
Korupsi sebagai Investasi Sosial: Sebuah pemikiran, Prosiding Seminar Nasional    Pendidikan
Ekonomi dan Bisnis, 07 November 2015. 2.
14 Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam, Kariman,
Volume 01, No. 01, Tahun 2015, 4.
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mengakar kuat di Indonesia. Karena pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk

memperbaiki kualitas kemanusiaan melalui perbaikan akal dan budi serta

pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa.

Keberadaan gerakanSPAK sebagai wadah dalam meminimalisasi

perbuatan koruptif melalui pendidikan anti korupsi menjadi salah satu cara

pemerintah dengan mengajak peran masyarakat terutama kaum perempuan untuk

terlibat sebagai penggerak perubahan bangsa terutama untuk kasus korupsi.

Melalui gerakanSPAK dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang

seluk beluk korupsi sehingga dapat melakukan pembangunan  karakter bangsa

(character building) kepada anak-anak bangsa mengenai tanggung jawab sosial

kepada bangsa, Negara dan kekayaan Negara.

Pelaksanaan program-program gerakanSPAK harus memperhatikan aspek-

aspek yang menjadi faktor prndukung, faktor penghambat dan solusi dalam

mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi.Dalam hal ini, sangat penting dilakukan

untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan

gerakanSPAK.Secara umum, faktor pndukung dan faktor penghambat terbagi

menjadi dua unsur, faktor internal dan faktor eksternal.

Ada beberapa aspek yang menjadi faktor pendukung dari internal

gerakanSPAK Bangkalan, Nurul Farida sebagai agen SPAK Bngakalan

mengemukakan bahwa besar keinginan para agen untuk membantu pemerintah

dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi dengan

bergabung di gerakan SPAK, sehingga banyaknya jumlah agen SPAK Bangkalan

yang tersebar di beberapa kecamatan, ada 13 agen yang terdiri dari kalangan
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mahasiswi, dosen, guru, pelajar, dan ibu rumah tangga. Dalam mensosialisasikan

pendidikan anti korupsi, para agen juga menggunakan media berupa permainan

edukasi yang menyenangkan, dengan beberapa karakter permainan sesuai dengan

tingkatan peserta.Sehingga memudahkan para fasilitator untuk memberikan

wawasan dan pemahaman tentang delik korupsi, serta peserta mampu memahami

maksud dan tujuan dari permainan SPAK ini.

Sedangkan faktor pendukung eksternal SPAK Bangkalan, diantaranya

adalah gerakanSPAK Bangkalan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten Bangkalan, sehingga memudahkan SPAK untuk melaksanakan

programnya di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Bangkalan. SPAK

juga memiliki relasi dengan instansi/lembaga lain, sehingga memudahkan dalam

mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi.

Tidak hanya itu, pada akhir pekan, gerakanSPAK Bangkalan juga

membuka stand di pusat kota, seperti di alun-alun Bangkalan maupun di Stadion

Bangkalan. para agen akan mengajak para pengunjung seperti anak-anak, orang

tua, mahasiswa, pelajar, untuk ikut bergabung bermain permainan SPAK.Dengan

cara ini, gerakanSPAK dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat

Bangkalan untuk lebih mengenal tentang bahaya korupsi yang dapat merusak

tatanan bangsa.

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan

korupsi, gerakan SPAK sebagai salah satu program pemerintah, juga memiliki

beberapa faktor yang menjadi hambatan baik internal maupun eksternal dalam

melaksanakan program-programnya. Dengan menganalisis apa saja yang menjadi
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faktor penghambat program SPAK yang kemudian di evaluasi untuk

meminimalisisasi kekurang-kekurangan program SPAK.

Di Kabupaten Bangkalan, program SPAK juga memiliki faktor-faktor

internal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya seperti

kesibukan para agen yang menjadi faktor penghambat utama dalam menjalani

program SPAK. Karena dengan kesibukan para agen ini, akan berpengaruh

terhadap keaktifan dalam menjalani program SPAK. Sehingga dengan kesibukan

para agen, menjadikan gerakan SPAK ini belum terlaksana secara optimal dan

belum melekat pada masyarakat Bangkalan.

Disamping karena kesibukan para agen SPAK, yang menjadi faktor

penghambat yang lain adalah kurangnya media yang digunakan oleh agen. Di

SPAK Bangkalan sendiri terhitung hanya ada beberapa alat dari setiap jenis

permainan.Dan tidak semua agen memegang alat permainan ini. Ini menjadi

penghambat ketika ada agen yang ingin melakukakan sosialisasi tetapi harus

mengambil alat permainan di agen yang lain.

Dalam proses melakukan sosialisasi, ada beberapa kendala yang diterima

oleh para agen. Seperti yang diterima oleh salah satu agen bahwa ada beberapa

anggapan masyarakat Bangkalan yang meremehkan SPAK.Seperti ucapan “mana

mungkin ini bisa menghapus korupsi, korupsi kan sudah mendarah daging di

Indonesia”.Atau ketika para agen mengenalkan media permainan, “halah, Cuma

game”, ucapan yang seperti sudah banyak didengar oleh para agen ketika sedang

melakukan sosialisasi.Tidak hanya itu, terkadangan ada masyarakat yang

menghindar secara halus bahkan menolak.
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Walaupun ada beberapa anggapan masyarakat yang meremehkan program

SPAK, tidak menyurutkan niat para agen untuk membantu memberikan wawasan

dan pemahaman anti korupsi kepada masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan

masyarakat luas menjadi motivasi SPAK Bangkalan untuk terus bergerak aktif

memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat di Indonesia dengan upaya

pencegahan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi.

Dalam menganalisa faktor-faktor penghambat program “Saya Perempuan

Anti Korupsi” di Kabupaten Bangkalan perlu adanya evalusi agar mengetahui dan

mencari pemecahan masalah dalam setiap program yang dilaksanakan. Beberapa

faktor penghambat program SPAK di Kabupaten Bangkalan baik internal maupun

ekternal sangat berpengaruh terhadap keefektifan dari program SPAK dalam

masyarakat. Solusi dari permasalahan program SPAK adalah 1) para agen lebih

banyak  memiliki waktu bersosialisasi program kegiatan SPAK agar lebih dikenal

oleh masyarakat, 2) para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT yang

diadakan oleh SPAK pusat agar menjadi agen resmi dalam mensosialisasikan

pendidikan anti korupsi, 3) para agen lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan

program SPAK agar tidak ada lagi anggapan negatif dari masyarakat terhadap

SPAK sehingga akan terlihat keberhasilan program SPAK di Kabupaten

Bangkalan.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” di Pemerintah Kabupaten

Bangkalan adalah sebagai wadah untuk membantu program pemerintah

dalam upaya pencegahan korupsi melalui pelatihan fasilitator atau calon agen

untuk memahami cara bersosialisasi nilai-nilai anti korupsi kepada

masyarakat, kolaborator antar komunitas anti korupsi untuk melakukan

pencegahan perilaku koruptif, serta pengembangan pemuda dalam melakukan

proses aksi sosial melawan korupsi.

2. Usaha gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” yaitu dengan memiliki 2

program, yaitu pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen SPAK dan

sosialisasi pengetahuan anti korupsi. Pelatihan /ToT berlangsung selama 3

hari dengan dibantu alat atau media sosialisasi berupa permainan yang

mengedukasi seperti SEMAI, MAJO, arisan dan Put put LK.

3. Faktor pendukung dari program SPAK Bangkalan terbagi menjadi dua, yaitu

internal dan eksternal. Faktor internal terdiri banyaknya jumlah agen SPAK

Bangkalan dan besar keinginan para agen untuk membantu pemerintah dalam

mencegah perilaku koruptif melalui pendidikan anti korupsi dengan

menggunakan alat atau media permainan yang mengedukasi dan

menyenangkan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah SPAK Bangkalan

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sehingga
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memudahkan SPAK dalam melaksanakan programnya dengan surat

pengantar dari Dinas Pendidikan, SPAK Bangkalan juga memiliki relasi

dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bangkalan. sedangkan

Faktor penghambat dari program SPAK Bangkalan terbagi menjadi dua,

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari

kesibukan para agen SPAK sehingga jarang untuk melakukan sosialisasi ke

masyarakat. Serta kurangnya media permainan yang digunakan dalam

melakukan sosialisasi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari sebagian

masyarakat yang menganggap remeh program SPAK. Solusi yang ditawarkan

dari permasalahan program SPAK adalah 1) seharusnya para agen lebih

banyak  memiliki waktu bersosialisasi program kegiatan SPAK agar lebih

dikenal oleh masyarakat, 2) para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT

yang diadakan oleh SPAK pusat agar menjadi agen resmi dalam

mensosialisasikan pendidikan anti korupsi, 3) para agen lebih aktif lagi dalam

mensosialisasikan program SPAK agar tidak ada lagi anggapan negatif dari

masyarakat terhadap SPAK sehingga akan terlihat keberhasilan program

SPAK di Kabupaten Bangkalan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, terutama lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) agar lebih

dikembangkan dan diperluas kembali untuk pelatihan atau ToT bagi calon

agen SPAK di berbagai daerah sehingga lebih banyak melahirkan calon agen



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

101

resmi SPAK dengan meningkatkan kemampuan calon agen dalam

menyebarkan pengetahuan anti korupsi

2. Bagi agen SPAK Bangkalan dalam mensukseskan program SPAK agar

gerakannya lebih aktif, dapat meluangkan sedikit waktu dalam

mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat Bangkalan, dan

diharapkan agen yang lain juga dapat mengikuti pelatihan atau ToT yang

diadakan oleh KPK dan AIPJ, untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi.

3. Bagi calon peneliti berikutnya, peneliti sadar bahwa penelitian ini tidak

sempurna, peneliti hanya memaparkan data sesuai dengan di lapangan.

Gerakan SPAK ini bisa diteliti dari berbagai aspek dan bidang keilmuan.
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